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alam rangka membantu percepatan pengembangan 
pembangunan di bidang pelayanan publik pada rumah 
sakit di wilayah Propinsi Bengkulu, diperlukan kajian 
survey kepuasan layanan publik yang dilakukan rumah sakit 
daerah yang ada di wilayah Bengkulu. Kajian ini bertujuan untuk 
mengetahui secara langsung pelayanan kesehatan yang dilakukan 
oleh rumah sakit daerah dalam ikut serta mendukung 
pembangunan kesehatan. Dengan pengamatan langsung, di 
dukung oleh data data yang dimiliki oleh Rumah Sakit, serta 
forum group discussion (FGD), maka diperoleh suatu gambaran 
secara riil kondisi pelayanan publik yang dilakukan oleh Rumah 
Sakit.  
Buku ini sebagai laporan hasil kajian survey kepuasan 
layanan publik dan kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan 
analisis secara ilmiah yang dapat digunakan sebagai informasi 
bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan lebih lanjut di bidang 
kesehatan khususnya dalam rangka percepatan pengembangan 
pembangunan di bidang kesehatan. Berawal dari survey yang 
pernah dilakukan oleh Rumah Sakit-Rumah Sakit Daerah, ditinjau 
kembali data datanya dan diobservasi ke lapangan, dan ditelaah 
dengan pendekatan aspek kualitas layanan menghasilkan suatu 
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hasil kajian yang diharapkan menjadi pedoman pengambilan 
kebijakan. Hasil kajian tersebut juga telah dikomparasikan dengan 
hasil kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Moehamad 
Hoesin di Palembang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 
Moewardi di Surakarta Jawa Tengah.  
Kajian survey ini merumuskan juga rekomendasi 
rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan 
pembangunan kualitas layanan publik di Propinsi Bengkulu, 
terkhusus dalam pelayanan pada Rumah Sakit Daerah di wilayah 
Propinsi Bengkulu. Terima kasih.  
  
Bengkulu, 17 Desember 2018 
Penyusun, 
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A. Dasar Pemikiran  
emerintah mempunyai fungsi utama melayani masyarakat, 
sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 
mutu pelayanan. Terlebih lagi sejak diberlakukannya 
otonomi daerah, pelayanan publik merupakah salah satu variabel 
yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 
Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dikatakan 
berhasil. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat, isu tentang kualitas pelayanan 
publik ini juga dipicu adanya pengaruh adanya perubahan 
paradigma administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi 
di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia. New 
Public Service (NPS) sebagai paradigma baru administrasi 
negara/publik meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan 
utama para administrastor negara/daerah. Salah satu intisari dari 
prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik 
mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) 
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warga negara. (Denhardt dan Denhardt, dalam Hardiyansyah 
2011) 
 Menurut Departemen Dalam Negeri (dalam Modul 
Kebijakan Pelayanan Publik, 2007) bahwa pelayanan publik 
adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah 
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 
yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta 
kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan 
produk, baik berupa barang dan jasa. Sementara menurut David 
McKevit (1998) yang menyatakan inti pelayanan publik adalah 
“core public services my be defined as those services which are 
important for the protection and promotion of citizen well-being, 
but are in areas where the market is incapable of reaching or 
even approaching a socially optimal state; health, education, 
welfare and security provide the most obvious best know 
example”. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi 
yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan publik 
(Hardiyansyah, 2011) 
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 Lebih lanjut, Hardiyansyah (2011) juga menjelaskan 
bahwa paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang 
berorientasi kepada kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk 
dilakukannya perubahan pola pikir aparatur pemerintah daerah di 
dalam menyikapi peruabahan dan/atau pergeseran paradigma 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berorientasi 
pada pelayanan. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang semula didasarkan pada paradigma rule government yang 
mengedepankan prosedur, berubah dan/atau bergeser menjadi 
paradigma good governance yang mengedepankan kebersamaan, 
transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, dan kepastian 
hukum.  
 Dengan demikian, pemerintah daerah dalam 
menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule 
government) harus mengubah pola pikir dan kinerja 
penyelenggaranya disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi 
daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang 
memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance 
dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga 
harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat 
mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip 
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan 
hukum. 
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Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam 
proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai 
adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan 
lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan 
dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat 
dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga 
layanan publik. 
 Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 
amanat yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian kualitas 
layanan publik untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) sebagai perwujudan good governance dalam bentuk 
akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab 
kebutuhan masyarakat. IKM adalah data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan 
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 
selanjutnya.  
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Rumah sakit sebagai salah satu pemberi layanan jasa  
kesehatan, dalam hal ini kaitannya dengan penyedia hak hidup 
atas akses pelayanan kesehatan, secara tidak langsung terimbas 
dari keseluruhan kebijakan pengelolaan kualitas pelayanan itu 
sendiri sehingga pola pengembangan pelayanan rumah sakit tidak 
hanya berbekal keragaman kuantitas pelayanan, namun juga 
menyangkut aspek kualitas dari penyelenggaraan pelayanan yang 
ada. Rumah sakit tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan 
pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah 
sakit yang ada dalam perundang-undangan, namun juga dituntut 
untuk menyediakan akses pelayanan murah/terjangkau dengan 
kualitas mutu yang terjamin.  
Sebagaimana yang terjadi di Bali yang dilansir oleh 
media online yang memberitakan Ketua Komisi I DPRD Bangli 
Satria Yudha menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan 
koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dari koordinasi tersebut 
diketahui RSU Bangli bahwa telah terjadi penurunan jumlah 
pasien yang cukup signifikan setelah diberlakukanya 
sistem rujukan berjenjang, dari puskesmas, rumah sakit tipe C, 
kemudian ke tipe B dan RSU Bangli sendiri ada di tipe B. “Yang 
menjadi persoalan adalah pelayanan bagi para pasien, pasien ini 
harus mencari rumah sakit tipe C, untuk di Bangli ada satu rumah 
sakit tipe C, jika penuh pasien tentu harus keluar kabupaten,” 
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ungkapnya. Sehingga dewan mengusulkan penurunan tipe rumah 
sakit RSUD Bangli dari tipe B menjadi tipe C. (Bali Tribune, 7 
Desember 2018) 
Pelimpahan wewenang urusan kesehatan dari 
pemerintah pusat kepada daerah sangat memungkinkan terjadinya 
peningkatan penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi 
yang lebih ringkas. Terbuka peluang bagi pemerintah daerah 
untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun apakah selama 
pelaksanaan otonomi daerah ini telah terjadi perubahan 
(peningkatan) pelayanan publik?  Hasil penelitian ICW (Jakarta, 
2006) menunjukan masih rendahnya kualitas pelayanan publik di 
Indonesia, era desentralisasi penyakit birokrasi (red tape 
boreaucarcy) terutama prosedur berbelit, waktu pelayanan lama, 
biaya mahal, kurang informasi dan aparat sulit ditemui sehingga 
wilayah publik diabaikan. (dalam Purwanto, 2014) 
Dari hasil penelitian Mardiah (2007) yang dilakukan 
dirumah sakit umum Sigil untuk meneliti pelayanan yang 
berkualitas diperoleh hasil sebanyak 72,3% mempunyai persepsi 
yang baik tentang reliability, sebanyak 79,8% mempunyai 
persepsi yang baik tentang responsiveness dan 62,8% memiliki 
persepsi yang baik terhadap tangibles. Dalam hal ini kepuasan 
sebanyak 53,2% menyatakan cukup puas, sistribusi mutu 
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pelayanan yang paling banyak adalah baik dengan nilai 21,3% 
sedangkan kepuasan pasien rawat inap yang paling banyak 
menyatakan cukup puas adalah 22,3% selebihnya menyatakan 
tidak puas. Hasil ini searah dengan kepuasan pasien. 
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di rumah 
sakit telah menjadi harapan dan tujuan utama dari 
masyarakat/pasien, petugas kesehatan, pengelola dan pemilik serta 
regulator. Berbagai upaya telah dikembangkan untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tersebut. 
Seperti telah diketahui bersama isu upaya peningkatan 
derajat hidup masyarakat akhir-akhir ini menjadi sebuah tuntutan 
yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara untuk 
setiap warganegaranya sehingga pada saat ini pemerintah 
senantiasa mengupayakan ketersediaan akses untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan, pelayanan hak hidup atas pekerjaan, hak 
hidup atas penghidupan yang layak (sandang, pangan dan papan), 
hak hidup atas akses penyelenggaraan tata organisasi dalam 
kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan lain 
sebagainya. Keseluruhan tuntutan tersebut di atas 
dimanifestasikan dengan tidak hanya ketersediaan pelayanan 
secara kuantitas, namun juga ketersediaan dari kualitas pelayanan 
itu sendiri dikarenakan ketersediaan secara kuantitas belum tentu 
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menjamin peningkatan derajat hidup masyarakat tanpa diikuti 
dengan tatakelola kualitas penyelenggaraan pelayanan yang ada. 
Kondisi demikian yang menuntut adanya perubahan 
paradigma pelayanan rumah sakit/visi rumah sakit secara umum 
bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan berbasis 
keselamatan pasien sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan 
rumah sakit untuk sesegera mungkin melakukan restrukturisasi 
pola pelayanan dan asuhan keperawatan yang ada untuk 
mendukung upaya peningkatan derajat hidup masyarakat, 
terutama pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tersebut di masa 
yang akan datang. 
 Sebagai langkah awal untuk melakukan restrukturisasi 
kinerja pelayanan tersebut di atas, maka diselenggarakan survey 
kepuasan konsumen terhadap kinerja pelayanan kesehatan yang 
telah dilakukan dalam melayani pasien. Survey tersebut dilakukan 
mengingat kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan 
didasari oleh tingkat kekrititisan masyarakat yang ada, cenderung 
menuntut pelayanan secara pribadi (personalized) dan ikut 
dilibatkan dalam pengembangan suatu produk dan hal inilah yang 
menjadi dasar pemikiran untuk tetap memenuhi kebutuhan, 
keinginan dan harapan konsumen di segala perubahan, sehingga 
tidak berpaling ke produk substitusi karena langsung atau tidak 
langsung, fungsi; kualitas dan manfaat suatu produk jasa 
S u g e n g  S u h a r t o  | 9 
 
merupakan fokus perhatian konsumen dan hal ini benar-benar 
harus diperhatikan untuk menjaga kesinambungan penghidupan 
kinerja rumah sakit. 
 Lebih lanjut, survey kepuasan sebagai dasar upaya 
melakukan mapping (pemetaan) terhadap pengelolaan sumber 
daya potensial selama ini untuk mengetahui kelebihan dan atau 
kekurangan kinerja pelayanan yang telah dilakukan dalam sudut 
pandang kepuasan pasien yang telah/pernah mendapatkan 
tindakan medis dan asuhan keperawatan di selama ini, sekaligus 
sebagai upaya perencanaan terhadap upaya perbaikan kinerja 
pelayanan untuk melakukan restruktursisasi pelayanan seperti 
tersebut di atas untuk kemajuan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.  
 
B. Tujuan 
 Tujuan dari kajian survey pelayanan publik  pada  
rumah sakit umum daerah di Provinsi Bengkulu ini adalah:  
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara 
berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja 
pelayanan kesehatan sebagai Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah 
2. Melakukan mapping/pemetaan terhadap masing-masing 
sumber daya potensial (SDM, Sarana-Prasarana, Sistem 
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Pelayanan, Kebijakan pelayanan, dll) tentang kelebihan 
dan kekurangan masing-masing sumber daya secara 
akurat dan efektif; 
3. Mengkaji tentang survey kepuasan layanan publik pada 
rumah sakit daerah yang ada di wilayah Propinsi 
Bengkulu. 
  
C. Dasar Hukum Pelayanan Publik Bidang Kesehatan 
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);  
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan 
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Standar Pelayanan Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan 
Daerah 
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES 
/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan di Kabupaten/Kota.  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 




















ebagai bentuk idialnya suatu kajian, maka ditampilkan 
referensi berupa konsep- kosep atau teori, hasil penelitian 
terdahulu, tulisan- tulisan atau artikel yang terkait dan juga 
notulensi dari diskusi kelompok terkhusus (forum group discussion) 
sebagai landasan das sollen yang akan dijadikan landasan pikir 
untuk melakukan kajian lebih lanjut. Adapun konsep dan teori 
antara lain mencakup pelayanan prima, pelayanan kesehatan, 
stratifikasi pelayanan kesehatan, sistim rujukan, paradigma 
pelayanan kesehatan, indikator pelayanan kesehatan, dan  indeks 
kepuasan masyarakat. 
  
A. Konsep Pelayanan Prima  
Konsep Pelayanan Prima: 
1. Kemampuan (ability),  
Yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 
diperlukan menunjang program layanan prima, yang 
meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, 
melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan 
motivasi, dan menggunakan public relations sebagai 
S 
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instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar 
organisasi/ perusahaan.  
2. Sikap (attitude),  
Yaitu perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika 
menghadapi pelanggan. 
3. Penampilan (appearance),  
Yaitu penampilan seseorang baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik yang mampu merefleksikan 
kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.  
4. Perhatian (attention),  
Yaitu kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang 
berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan maupun atas saran dan krikitknya.  
5. Tindakan (action),  
Yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 
memberikan layanan kepada pelanggan.  
6. Tanggung jawab (accountability),  
Yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai 
wujud kepedulian  untuk menghindarkan atau 
meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 
 Sisi lain dari kepuasan pasien dapat dilihat dari 
pengukuran service exellence, yang merupakan harapan pelanggan. 
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Pengukuran tersebut mencakup lima dimensi SERVQUAL 
(Parasuraman, 1990) berikut:  
1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan 
dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. 
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya  adalah bukti 
nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Ini 
meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lainnya), 
teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), 
serta penampilan pegawainya. Secara singkat dapat diartikan 
sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 
materi komunikasi.  
2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan 
untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara 
akurat dan terpercaya. Harus sesuai dengan harapan pelanggan 
berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa  kesalahan, 
sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi. Secara singkat dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan layanan 
yang dijanjikan secara akurat, tepat waktu, dan dapat 
dipercaya. 
3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 
kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
S u g e n g  S u h a r t o  | 15 
 
Membiarkan konsumen menunggu tanpa kejelasan 
menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 
Secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk 
membantu pelanggan dengan memberikan layanan yang baik 
dan cepat.  
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 
kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan 
untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada 
perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi 
(communication), kredibilitas (credibility), keamanan 
(security), kompetensi (competence), dan sopan santun 
(courtesy). Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan 
dan keramahtamahan personil dan kemampuan personil untuk 
dapat dipercaya dan diyakini.  
5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan 
dengan berupaya memahami keinginan konsumen di mana 
suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan 
pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 
pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 
yang nyaman bagi pelanggan. Secara singkat dapat diartikan 
sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan 
pelanggan secara individual.  
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Menurut Parasuraman, dkk (1990), Reliability secara 
konsisten merupakan dimensi paling kritis, kemudian tingkat ke-2 
assurance, ke-3 oleh tangibles (terutama oleh perusahaan 
perbankan), ke-4 oleh responsiveness, dan kadar kepentingan yang 
paling rendah adalah empathy. Sedangkan Unsur Indeks Kepuasan 
Masyarakat berdasarkan KEPMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 
Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah, prinsip 
pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang 
“relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus 
ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah 
sebagai berikut:  
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan 
alur pelayanan.  
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya.  
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 
kewenangan dan tanggung jawabnya).  
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Tanggung  jawab  petugas  pelayanan,  yaitu  kejelasan 
wewenang dan tanggung  jawab  petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.  
6. Kemampuan petuga pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampila yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.  
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan.  
8. Keadilan mendapatkan pelayanan,  yaitu  pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 
masyarakat yang dilayani.  
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan 
menghormati.  
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.  
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara  biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.  
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12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.  
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  
 
B. Pelayanan Kesehatan  
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 
organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan 
kesehatan perorangan, keluarga kelompok dan ataupun 
masyarakat (Lovely dan loobam 1973, dalam waluyo, 2008). 
Pelayanan keperawatan adalah salah satu ruang lingkup pelayanan 
yang merupakan inti dari kegiatan pelayanan di rumah sakit. 
Rumah sakit harus menjaga mutu keperawatan agar mampu 
bersaing (DepKes, 1995). 
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Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang 
digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada 
masyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. 
Soekidjo Notoatmojo (2004) adalah sebuah sub sistem pelayanan 
kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif 
(pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) dengan 
sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba 
(1973), Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan 
sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
peroorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Definisi 
pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap 
upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan 
atupun masyarakat.  
Pengertian pelayanan kesehatan menurut Lavey dan 
Loomba adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri 
atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan 
dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati 
penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap 
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perseorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan 
dapat juga dikatakan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang 
melembaga berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan 
kesehatan bagi individu dan keluarga. Fungsi sosial disini berarti 
lebih mengutamakan pada unsur kemanusiaan dan tidak 
mengambil keuntungan secara komersial.  
Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami 
bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan 
banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh: 
 Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara 
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.  
 Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan 
pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, 
penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau 
kombinasi dari padanya.  
Menurut pendapat Hodgetts dan Casio (2009), jenis 
pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, 
yaitu: 
1. Pelayanan kedokteran : Pelayanan kesehatan yang 
termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical 
services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang 
dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara 
bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya 
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untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan 
kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan 
dan keluarga.  
2. Pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan 
yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat 
(public health service) ditandai dengan cara 
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama 
dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 
penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan 
masyarakat.  
Dari definisi tersebut di atas dapat di peroleh bahwa ciri 
pelayanan kesehatan mengandung hal-hal sebagi berikut : 
1.    Usaha sendiri 
Setiap usaha pelayanan kesehatan bisa dilakukan sendiri 
ditempat pelayanan. Misalnya pelayanan dokter praktek. 
2.   Usaha lembaga atau organisasi. 
Setiap usaha pelayanan kesehatan dilakukan secara 
kelembagaan atau organisasi kesehatan ditempat pelayanan. 
Misalnya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas. 
3.   Memiliki tujuan  yang dicapai 
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Tiap pelayanan kesehatan memiliki produk yang beragam 
sebagai hasil ahir pelayanan yang pada tujuan pokoknya 
adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau person. 
4.   Lingkup Program 
Lingkup pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pemeliharaan 
kesehatan, peningkatan kesehatan, pencengah penyakit, 
penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, atau gabungan 
dari kseluruhan. 
5.   Sasaran pelayanan. 
Tiap pelayanan kesehatan menghasilkan sasaran yang 
berbeda, tergantung dari program yang akan dilakukan, bisa 
untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk 
masyarakat secara umum 
Dalam Sistem Kesehatan Nasional kita, 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dapat berupa Upaya 
Kesehatan Perorangan (UKP) primer yaitu mendayagunakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada 
perorangan. Penyelenggara UKP primer adalah pemerintah, 
masyarakat dan swasta yang diwujudkan melalui berbagai bentuk 
pelayanan profesional dan dapat dilaksanakan di rumah, tempat 
kerja maupun fasilitas kesehatan perorangan primer baik 
Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya milik 
pemerintah, masyarakat maupun swasta. 
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Secara umum pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas 
pelayanan kedokteran (medical service) dan pelayanan kesehatan 
masyarakat (public health service). Kedua jenis pelayanan ini 
mempunyai karakteristik yang berbeda tentunya. Pelayanan 
kedokteran lebih ditujukan pada upaya-upaya pengobatan (kuratif) 
penyakit dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan dengan sasaran 
utamanya adalah perorangan/individu yang datang untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan kesehatan 
masyarakat umumnya diselenggarakan secara bersama-sama 
dalam suatu organisasi bahkan harus mengikutsertakan potensi 
masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat secara 
keseluruhan. Upaya kesehatan yang ditujukan lebih pada 
penekanan upaya-upaya promosi (promotif) dan pencegahan 
(preventif). Upaya-upaya kesehatan tersebut harus bersifat 
menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, berjenjang, profesional dan 
bermutu serta tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah, norma 
sosial budaya, moral dan etika profesi. 
Upaya pelayanan kesehatan perorangan maupun 
masyarakat merupakan dua unsur utama dari subsistem upaya 
kesehatan yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 
Didalam SKN terdapat enam subsistem pelayanan kesehatan yang 
terdiri dari subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, 
sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan 
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dan makanan minuman, manajemen dan informasi kesehatan, 
permberdayaan masyarakat. 
Ada dua kelompok yang berperan dalam pelayanan 
kesehatan medis atau pelayanan kedokteran yaitu Health 
Receivers dan Health Providers . Health Receivers adalah 
penerima pelayanan kesehatan yaitu orang yang sakit atau mereka 
yang ingin memelihara/meningkatkan kesehatannya, sedangkan 
Health Providers adalah pemberi pelayanan kesehatan yang 
meliputi para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, 
laboran, dan lain-lain. Kedua kelompok tersebut tentunya 
memerlukan kepastian dan perlindungan hukum didalam 
menjalankan fungsinya sebagai subyek hukum. 
Selanjutnua World Health Organization (WHO) pada 
tahun 2006 telah mengeluarkan dokumen dengan judul: Quality of 
Care "a Process For Making Strategic Choices in Health System". 
Dalam dokumen ini WHO mengidentifikasi setidaknya enam 
dimensi mutu pelayanan kesehatan yang perlu diwujudkan oleh 
setiap negara, yaitu pelayanan kesehatan yang: efektif, efisien, 
mudah diakses, aman, tepat waktu dan mengutamakan pasien. 
Adapun dimensi mutu Layanan Kesehatan digambarkan berikut 
ini: 
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Dari enam dimensi mutu (bagan 1), aksesibilitas adalah 
dimensi yang paling sering diukur dan diklaim keberhasilannya 
antara lain bahwa semua penduduk Indonesia dapat mendaftar 
BPJS. Meskipun kemudian akses lebih lanjut ke pelayanan 
kesehatan sering menjadi pertanyaan seperti yang terjadi 
diberbagai provinsi terpencil yang memiliki keterbatasan SDM 
kesehatan dan sumber daya lain. Dimensi mutu lainnya seperti 
efektifitas, efisiensi, aman, tepat waktu, dan mengutamakan 
pasien belum diukur. 
Sepanjang tahun 2014, media dihebohkan dengan 
berbagai isu pelayanan kesehatan dalam sistem JKN. Mulai isu 
tentang pasien yang ditolak berobat hingga menemui ajal, rumah 
sakit yang "membuang" pasien, hingga dokter kandungan yang 
dipenjara karena tuduhan melalaikan pasien. Apa sebab terjadinya 
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berbagai kondisi semacam ini? Bila dilihat melalui sudut pandang 
"rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan" dari Donald 
Berwick (bagan 2), kondisi ini disumbang oleh berbagai faktor 
penyebab. Mulai dari regulator, provider (level organisasi), dan 
tenaga kesehatan (level mikro) berperan dalam dalam terjadinya 
kondisi tersebut. Regulator sebagai pihak yang mewujudkan rule 
goverment yang mengatur para tenaga medis (provider) untuk 
melaksanakan perannya dalam memberi layanan kesehatan, 
seperti dapat dilihat pada bagan 2, berikut: 
 
 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit berdasarkan jenis 
pelayanan yang diberikannya. 
Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap 
manusia tak peduli golongan dari mana ia berasal. Maka dari itu 
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pemerintah selayaknya memberikan perhatian yang cukup dalam 
menjaga kesehatan masyarakat, yaitu melalui ketersediaan rumah 
sakit yang representatif. Sebagai pusat pelayanan kesehatan 
masyarakat, rumah sakit  wajib memberikan pertolongan kepada 
masyarakat yang memiliki keluhan. Terkait banyaknya keluhan 
kesehatan masyarakat tersebut, Pemerintah telah membuat 
klasifikasi tipe tingkatan rumah sakit untuk melayani berbagai 
keluhan masyarakat secara maksimal. Berikut ini berbagai tipe 
rumah sakit berdasarkan jenis kelengkapannya.  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah 
Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikannya. Dalam 
peraturan ini Rumah Sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit 
Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum dapat 
diklasifikasikan menjadi : 
1.     Rumah sakit kelas A ialah RS yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terkait 
penanganan kesehatan, juga sebagai rujukan tertinggi sebagai 
rumah sakit pusat. 
2.     Rumah sakit kelas B, ialah RS yang mampu memberikan 
penanganan spesialis dan subspesialis terbatas, dan menjadi 
rumah sakit rujukan bagi RS Kabupaten. 
3.     Rumah sakit kelas C ialah RS yang mampu menangani 
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pelayanan kedokteran spesialis dan berdiri sebagai rumah sakit 
daerah, yang didirikan di setiap kabupaten. 
4.    Rumah sakit kelas D ialah RS transisi yang mampu 
memberikan layanan kedokteran umum dan gigi, ini menjadi 
rujukan kesehatan setelah Puskesmas. 
Khusus rumah sakit kelas D dibagi lagi menjadi rumah sakit kelas 
D dan rumah sakit kelas D pratama. 
   Sedangkan untuk rumah sakit khusus seperti yang diatur 
dalam Pasal 11 diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas 
A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. 
   Patut diketahui dalam penetapan tipe/klasifikasi Rumah 
Sakit tersebut harus didasarkan pada pelayanannya, sumber daya 
manusianya, peralatannya serta bangunan dan prasarananya 
sehingga tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas pun dapat diwujudkan. 
Klasifikasi Rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini 
sesuai dengan PERMENKES No. 56 tahun 2014 mengenai 
“Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit”. 
Di dalam jenis pelayanannya dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu 
Rumah Sakit Umum (Kelas/Tipe A,B,C,D (D dan D Pratama)) 
dan Rumah Sakit Khusus. (Kelas/Tipe A,B,C). Dalam 
penetapannya Klasifikasi atau tipe rumah sakit tersebut  dilihat 
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dalam 4 aspek yaitu Pelayanan, SDM, Peralatan, bangunan dan 
prasarana yang di miliki RS tersebut. 
Rumah Sakit Umum Kelas/Tipe A 
1. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas 
A paling sedikit meliputi: 
a. Pelayanan medik; 
⇛ pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua 
puluh empat) jam sehari secara terus menerus 
⇛ pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan 
penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan 
ginekologi 
⇛ pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan 
anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan 
rehabilitasi medik 
⇛ pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan mata, 
telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh 
darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, 
urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik. 
⇛ pelayanan medik subspesialis (spesialisasi bedah, penyakit 
dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, telinga hidung 
tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan 
kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah 
syaraf, bedah plastik, dan gigi mulut. 
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⇛ pelayanan medik spesialis gigi dan mulut. (pelayanan bedah 
mulut, konservasi/endodonsi, periodonti, orthodonti, 
prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut. 
b. Pelayanan kefarmasian  
meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik 
c. Pelayanan keperawatan dan kebidanan  
meliputi asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta 
asuhan kebidanan 
d. Pelayanan penunjang klinik  
meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua 
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen 
dan rekam medik. 
e. Pelayanan penunjang non klinik  
meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan 
pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, 
sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, 
sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 
pengelolaan air bersih. 
f. Pelayanan rawat inap 
⇛jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah 
Sakit milik Pemerintah; 
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⇛jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah 
Sakit milik swasta; 
⇛jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima 
persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta 
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum kelas A 
terdiri atas: 
a. Tenaga Medis; 
➩18 (delapan belas) dokter umum untuk pelayanan medik 
dasar; 
➪4 (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi 
mulut; 
➪6 (enam) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis dasar; 
➪3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis penunjang; 
➪3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis lain 
➪2 (dua) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan 
medik subspesialis; dan 
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➪1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan 
medik spesialis gigi mulut 
b. Tenaga Kefarmasian 
➫1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit; 
➫5 (lima) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu 
oleh paling sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian; 
➫5 (lima) apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 
10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian; 
➫1 (satu) apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh 
minimal 2 (dua) tenaga teknis kefarmasian; 
➫1 (satu) apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 
2 (dua) tenaga teknis kefarmasian; 
➫1 (satu) apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi 
yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di 
rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis 
kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja 
pelayanan kefarmasian Rumah Sakit; dan 
➫1 (satu) apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat 
merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau 
rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang 
jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian 
Rumah Sakit. 
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c. Tenaga Keperawatan; 
Jumlah tenaga keperawatan sama dengan jumlah tempat tidur 
pada instalasi rawat inap sedagkan kualifikasi dan kopetensi 
tenaga disesuaikan dengan kebutuhan. 
e. Tenaga Kesehatan Lain 
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
e. Tenaga Non Kesehatan 
 disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
3. Peralatan  
Rumah Sakit Umum kelas A harus memenuhi standar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.yaitu paling 
sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, 
rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, 
radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, 
farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. 
Rumah Sakit Umum Kelas/Tipe B 
1. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas /Tipe 
B paling sedikit meliputi: 
a. Pelayanan Medik; 
➬pelayanan gawat darurat harus diselenggarakan 24 (dua puluh 
empat) jam sehari secara terus menerus.) 
➬pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit 
dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. 
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➫pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan 
anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan 
rehabilitasi medik 
➬pelayanan medik spesialis lain paling sedikit berjumlah 8 
(delapan) pelayanan dari 13 (tiga belas) pelayanan yang meliputi 
pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan 
pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, 
orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran 
forensik. 
➬pelayanan medik subspesialis paling sedikit berjumlah 2 (dua) 
pelayanan subspesialis dari 4 (empat) subspesialis dasar yang 
meliputi pelayanan subspesialis di bidang  
➬spesialisasi bedah meliputi penyakit dalam, kesehatan anak, dan 
obstetri dan ginekologi. 
pelayanan medik spesialis gigi dan mulut. paling sedikit 
berjumlah 3 (tiga) pelayanan yang meliputi pelayanan bedah 
mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti. 
b. Pelayanan Kefarmasian; 
meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. 
c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; 
meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 
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d. Pelayanan Penunjang Klinik; 
meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua 
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 
rekam medik 
e. Pelayanan Penunjang nonklinik 
meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan 
pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, 
sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 
penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 
pengelolaan air bersih. 
f. Pelayanan Rawat Inap 
➬jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah; 
➬jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
swasta; 
➬ jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima 
persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta. 
2. Sumber Daya Manusia  (SDM) Rumah Sakit Umum 
kelas/Tipe B terdiri atas: 
a. Tenaga Medis; 
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➬12 (dua belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar 
➬3 (tiga) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut 
➬3 (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis dasar  
➬2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis penunjang 
➬1(satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis lain 
➬1 (satu) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
subspesialis 
➬1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis gigi mulut 
b. Tenaga Kefarmasian 
➬1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah 
Sakit 
➫4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu 
oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian 
➬4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh 
paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian 
➬1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu 
oleh minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian 
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➬1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian 
➬1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan 
distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi 
klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga 
teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban 
kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit 
➬1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang 
dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat 
inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 
yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan 
kefarmasian Rumah Sakit. 
c. Tenaga Keperawatan 
Jumlah tenaga sama dengan jumlah tempat tidur pada instalasi 
rawat inap sedangkan Kualifikasi dan kompetensi tenaga 
keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah 
Sakit 
d. Tenaga Kesehatan Lain  
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. 
e. Tenaga Nonkesehatan 
 disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
3. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas/Tipe B  
Peralatan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yaitu paling sedikit terdiri dari 
peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat 
inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, 
laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, 
instalasi gizi, dan kamar jenazah. 
Rumah Sakit Umum Kelas/Tipe C 
1. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas/Tipe 
C paling sedikit meliputi: 
a. Pelayanan Medik 
Pelayanan gawat darurat diselenggarakan 24 (dua puluh empat) 
jam sehari secara terus menerus 
Pelayanan medik umum meliputi pelayanan medik dasar, medik 
gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga 
berencana➭pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan 
penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan 
ginekologi. 
➭pelayanan medik spesialis penunjang meliputi pelayanan 
anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik 
➭pelayanan medik spesialis lain; (-) 
➭pelayanan medik subspesialis; dan (-) 
➭pelayanan medik spesialis gigi dan mulut paling sedikit 
berjumlah 1 (satu) pelayanan. 
S u g e n g  S u h a r t o  | 39 
 
b. Pelayanan Kefarmasian  
meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik 
c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan  
meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan 
d. Pelayanan Penunjang Klinik  
meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua 
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 
rekam medik 
e. Pelayanan Penunjang Nonklinik  
meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan 
pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, 
sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 
penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 
pengelolaan air bersih 
f. Pelayanan Rawat Inap 
➭jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah 
➭jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
swasta 
➭jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima 
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persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta 
2. Sumber daya manusia Rumah Sakit Umum kelas/Tipe C terdiri 
atas 
a. Tenaga Medis; 
➭9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar 
➭2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut 
➭2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis dasar 
➭1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis penunjang 
➭1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis gigi mulut. 
b. Tenaga Kefarmasian; 
➭1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah 
Sakit; 
➭2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh 
paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian; 
➭4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling 
sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian; 
➭1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, 
distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan 
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pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan 
dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 
disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah 
Sakit. 
c. Tenaga Keperawatan 
dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) 
tempat tidur, Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan 
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
d. tenaga kesehatan lain  
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
e. tenaga nonkesehatan  
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
3. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas/Tipe C  
harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau paling sedikit terdiri dari peralatan 
medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat 
intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, 
pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan 
kamar jenazah. 
Rumah Sakit Umum Kelas / Tipe D 
1. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas /Tipe 
D  
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paling sedikit meliputi: 
a. Pelayanan Medik 
Pelayanan gawat darurat; harus diselenggarakan 24 (dua puluh 
empat) jam sehari secara terus menerus. 
Pelayanan medik umum; meliputi pelayanan medik dasar, medik 
gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana 
Pelayanan medik spesialis dasar paling sedikit 2 (dua) dari 4 
(empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan 
penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan 
ginekologi. 
➨pelayanan medik spesialis penunjang. meliputi pelayanan 
radiologi dan laboratorium 
b. Pelayanan Kefarmasian  
meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik 
c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan  
meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan 
 
d. Pelayanan Penunjang Klinik  
meliputi pelayanan darah, perawatan high care unit untuk semua 
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan 
rekam medik 
e. Pelayanan Penunjang Nonklinik 
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meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan 
pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, 
sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem 
penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan 
pengelolaan air bersih 
f. Pelayanan Rawat Inap 
➨jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah 
➨jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
swasta 
➨jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima 
persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik 
Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta 
2. Sumber daya manusia (SDM) rumah sakit umum kelas /Tipe 
D terdiri atas 
a. Tenaga Medis 
➨4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar 
➨1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut 
➨1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik 
spesialis dasar 
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b. Tenaga Kefarmasian 
➨1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah 
Sakit 
➨1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan 
yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis 
kefarmasian. 
➨1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, 
distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan 
pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan 
dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 
disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah 
Sakit. 
c. Tenaga Keperawatan  
dihitung dengan perbandingan 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) 
tempat tidur, Kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan 
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit 
d. Tenaga Kesehatan lain  
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
e. Tenaga Nonkesehatan  
disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit. 
3. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas /Tipe D 
harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yaitu paling sedikit terdiri dari peralatan 
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medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat 
intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, 
pelayanan / 
Rumah Sakit Umum Kelas/Tipe D Pratama  
Rumah Sakit Umum kelas D pratama diselenggarakan untuk 
menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua dan 
hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, 
perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan,  
Rumah Sakit Umum kelas D pratama dapat juga didirikan di 
kabupaten/kota, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Belum tersedia Rumah Sakit di kabupaten/kota yang 
bersangkutan 
b.Rumah Sakit yang telah beroperasi di kabupaten/kota yang 
bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi; atau 
c. lokasi Rumah Sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara 
geografis oleh sebagian penduduk di kabupaten/kota yang 
bersangkutan. 
Rumah Sakit Khusus (RSK) 
Rumah Sakit Khusus meliputi rumah sakit khusus ibu dan 
anak, mata, otak. gigi dan mulut, kanker, jantung dan pembuluh 
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darah;    jiwa, infeksi, paru, telinga-hidung-tenggorokan; bedah, 
ketergantungan obat; dan ginjal. 
Jenis Rumah Sakit Khusus lainnya dapat berupa penggabungan 
jenis kekhususan atau jenis kekhususan baru. 
Penetapan jenis Rumah Sakit Khusus baru dilakukan berdasarkan 
hasil kajian dan mendapatkan rekomendasi asosiasi 
perumahsakitan serta organisasi profesi terkait. Rumah Sakit 
Khusus hanya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang menunjang 
kekhususan tersebut. 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di luar bidang 
kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan gawat 
darurat. 
Rumah Sakit Khusus (RSK) harus mempunyai fasilitas dan 
kemampuan, paling sedikit meliputi: 
1. Pelayanan, yang diselenggarakan meliputi: 
a. Pelayanan Medik, paling sedikit terdiri dari: 
➫pelayanan gawat darurat, tersedia 24 (dua puluh empat) jam 
sehari terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
➫pelayanan medik umum; 
➬pelayanan medik spesialis dasar sesuai dengan kekhususan; 
➬pelayanan medik spesialis dan/atau subspesialis sesuai 
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kekhususan; 
➬pelayanan medik spesialis penunjang; 
b. Pelayanan Kefarmasian,  
kualifikasi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dengan jumlah 
yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian Rumah 
Sakit 
c. Pelayanan Keperawatan; 
d. pelayanan penunjang klinik 
e. pelayanan penunjang nonklinik 
2. Sumber Daya Manusia, paling sedikit terdiri dari 
a. tenaga keperawatan, dengan kualifikasi dan kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
b. tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan, sesuai dengan 
kebutuhan pelayanan Rumah Sakit 
3. Peralatan,  
yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/Iii/2010 Tentang Klasifikasi 
Rumah Sakit maka rumah sakit di Indonesia dibagi atas : 
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1. Rumah Sakit Umum kelas A adalah rumah sakit umum 
yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik 
dan subspesialistik yang luas.  
2. Rumah Sakit Urnum kelas B adalah rurnah sakit urnum 
yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik yang 
luas.  
3. Rumah Sakit Umum kelas C adalah rurnah sakil umum 
yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik 
paling sedikit empat spesialis dasar yaitu Penyakit Dalam, 
Penyakit Bedah. Penyakit Kebidanan/Kandungan dan 
Kesehatan Anak. 
    Sesuai dengan batasan yang seperti ini, segera dipahami 
bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dapat 
ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini amat 
ditentukan oleh : 
1. Perorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara 
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi. 
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencangkup kegiatan 
pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencengah 
penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, atau 
kombinasi dari padanya. 
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3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, 
keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara 
keseluruhan. 
Tiga faktor yang mempengaruhi pelayanan 
kesehatan menurut azwar (1996). Pertama, unsur masukan 
meliputi tenaga medis, dana dan sarana yang tersedia sesuai 
kebutuhan. Kedua, unsure lingkungan meliputi kebijakan, 
organisasi dan manajemen. Ketiga, unsur proses meliputi tindakan 
medis dan tindakan non medis sesuai standar profesi yang telah 
ditetapkan. 
Sekalipun bentuk dan jenis pelayanan kesehatan banyak 
macamnya namun jika disederhanakan secara umum dapat 
dibedakan atas 2. bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut, 
jika dijabarkan dari pendapat Hodgetts dan Cascio (1983) 
adalah : 
1. Pelayanan kedokteran 
Pelayanan kesehatan yang termaksud dalam kelompok 
pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara 
pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau 
secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution), tujuan 
utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memilihkan 
kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan 
keluarga. 
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2.     Pelayanan kesehatan masyarakat 
Pelayanan kesehatan yang termaksud dalam kelompok 
pelayanan kesehatan masyarakat (public health 
services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya 
secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 
penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan 
masyarakat. 
 Perbedaan lebih lanjut dari kedua bentuk pelayanan 
kesehatani ini, dapat dilihat dari rincian Leavel dan Clark (1953), 
yang secara sederhana dapat diuraikan pada tabel 3 
Table .3 







·  Tenaga pelaksananya 
terutama adalah dokter 
·   Perhatian utamnya pada 
penyembuhan penyakit 
·   Sasaran utamnya adalah 
perseorangan atau keluarga 
·  Tenaga tenaga pelaksananya 
terutama adalah ahli kesmas 
·  Perhatian utamnya pada 
pencegahan penyakit 
penyakit 
·   Sasaran utamnya adalah 
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·  Kurang memperhatikan 
efisiensi 
·  Tidak boleh menarik 
perhatian karena 
bertentangan dengan etik 
dokter 
·  Menjalankan fungsi 
perseorangan dan terikat 
dengan undang-undang 
·  Penghasilan diperoleh dari 
imbal jasa 
·  Bertanggung jawab hanya 
pada penderita 
·  Tidak dapat memonopoli 
upaya kesehatan dan bahkan 
mendapat saingan. 
·  Masalah administrasi sangat 
sederhana. 
masyarakat keseluruhan 
·  Selalu memperhatikan 
efisiensi 
·  Menarik perhatian masyarakat 
misalnya penyuluhan 
masyarakat 
·  Menjalankan fungsi 
mengorganisir masyarakat 
dan didukung  dengan 
undang-undang 
·  Penghasilan merupakan gaji 
dari pemerintah 
·  Bertanggung jawab kepada 
seluruh masyarakat 
·  Dapat memonopoli upaya 
kesehatan 




Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 
Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan 
pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut 
52 | S u g e n g  S u h a r t o  
 
sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus 
memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok yang 
dimaksud ialah : 
1.   Tersedia dan berkesinambungan 
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah 
pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di 
masyarakat (available) serta bersifat 
berkesinambungan (continous). Artinya semua jenis 
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak 
sulit ditemukan, serta keberadaanya dalam masyarakakt adalah 
setiap saat yang dibutuhkan. 
2.   Dapat diterima dengan wajar 
Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah 
yang dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat serta 
bersifat wajar (appropriate) artinya pelayanan kesehatan 
tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan 
kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 
bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan 
kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar, bukanlah 
suatu pelayanan kesehatan yang baik. 
3.   Mudah dicapai 
Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah 
yang mudah dicapai(accessible) oleh masyarakat. Pengertian 
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ketercapaian yang dimaksudkan disini terutama dari sudut 
lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan 
kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana 
kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang 
terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara 
itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan 
kesehatan yang baik. 
4.    Mudah di jangkau 
Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah 
yang mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat. 
Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari 
sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti 
ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut 
sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan 
kesehatan yang mahal dan karena itu hanya mungkin di 
nikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah 
pelayanan kesehatan yang baik. 
5.   Bermutu 
Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah 
yang bermutu(quality). Pengertian mutu yang dimaksud disini 
adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat 
memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain 
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tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta 
standar yang telah di tetapkan. 
 
Masalah Pelayanan Kesehatan 
Sayangnnya sebagai akibat perkembangan ilmu dan tekhnologi 
kedokteran kelima persyaratan pokok ini sering kali tidak 
dipenuhi. Dengan telah berkembangnnya ilmu dan teknologi, 
terjadi beberapa perubahan dalam pelayanan kesehatan. 
         Perubahan yang seperti ini di satu pihak memang 
mendatangkan banyak keuntungan seperti misalnya meningkatnya 
mutu pelayanan yang dapat dilihat dari makin menurunnya angka 
kesakitan, cacat, dan kematian serta meningkatnya umur harapan 
hidup rata-rata. Tetapi di pihak lain, perubahan yang seperti ini 
ternyata juga mendatangkan banyak masalah sebagai berikut : 
1.      Terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan 
Timbulnya pengkotakan dalam pelayanan 
kesehatan (fragmented health services), erat hubungannya 
dengan munculnya spesialisasi dan sub spesialisasi dalam 
pelayanan kesehatan. Dampak negative yang ditimbulkan 
ialah menyulitkan masyarakat memperoleh pelayanan 
kesehatan yang apabila, berkelanjutan pada gilirannya akan 
menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan kesehatan. 
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2.   Berubahnya sifat pelayanan kesehatan 
Perubahan ini muncul sebagai akibat telah terkotak-kotaknya 
pelayanan kesehatan, yang pengaruhnya terutama ditemukan 
pada hubungan dokter pasien. Sebagai akibat munculnya 
spesialis dan sub spesialis menyebabkan perhatian 
penyelenggara pelayanan kesehatan tidak dapat lagi diberikan 
secara menyeluruh. Perhatian tersebut hanya tertuju kepada 
keluhan dan ataupun organ tubuh yang sakit saja. 
         Perubahan sifat pelayanan kesehatan makin bertambah nyata, 
jika diketahui bahwa pada saat ini telah banyak dipergunakan pula 
berbagai peralatan kedokteran canggih. ketergantungan yang 
kemudian muncul terhadap berbagai peralatan kedokteran canggih 
tersebut, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang 
merugikan, yakni : 
a.  Makin renggangnya hubungan dokter dan pasien antara dokter 
dan pasien telah terdapat suatu tabir pemisah yakni berbagai 
peralatan kedokteran yang dipergunakan tersebut. 
b.  Makin mahalnya biaya kesehatan keadaan yang seperti ini 
mudah diperkirakan akan menyulitkan masyarakat dalam 
menjangkau pelayanan kesehatan. 
         Kedua perubahan dengan dampak negatif tersebut mau tidak 
mau akan mempengaruhi mutu pelayanan. Pelayanan Kesehatan 
yang hanya memperhatikan organ tubuh saja, tentu tidak akan 
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berhasil secara sempurna menyelesaikan masalah kesehatan yang 
diderita seseorang. 
Pelayanan Kesehatan Menyeluruh Dan Terpadu 
Menyadari bahwa pelayanan kesehatan yang berkotak-kotak 
bukanlah pelayanan kesehatan yang baik, maka berbagai pihak 
berupaya mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Salah satu 
dari jalan keluar tersebut ialah memperkenalkan kembali bentuk 
pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan 
terpadu (comprehensive and integrated health services). 
         Pengertian pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan 
terpadu ada dua macam. Pertama, pelayanan kesehatan yang 
berhasil memadukan barbagai upaya kesehatan yang ada di 
masyarakat yakni, pelayanan peningkatan dan pemeliharaan 
kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakitbserta 
pemulihan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai 
pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu apabila kelima 
jenis pelayanan ini diselenggarakan bersamaan. Kedua, pelayanan 
kesehatan yang menerapkan pendekatan yang 
menyeluruh (holistic approach). Jadi tidak hanya memperhatikan 
keluhan penderita saja, tetapi juga berbagai latar belakang social 
ekonomi, social budaya, social psikologi, dan lain sebagainya. 
Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan kesehatan 
yang menyeluruh dan terpadu apabila pendekatan yang 
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dipergunakan memperhatikan berbagai aspek kehidupan  dari para 
pemakai jasa pelayanan kesehatan. 
Tergantung dari filosofi serta perkembangan pelayanan 
kesehatan yang dimiliki oleh suatu Negara, maka upaya yang 
dilakukan untuk mewujudkan pelayana kesehatan yang 
menyeluruh dan terpadu ini agak berbeda. Secara umum upaya 
pendekatan yang dimaksud dapat dibedakan atas dua 
macam yakni, 
1.    Pendekatan institusi 
Jika pelayanan kesehatan masih bersifat sederhana 
maka kehendak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang 
menyeluruh dan terpadu dilakukan melalui pendekatan 
institusi (institutional approach). Dalam arti penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dilakukan dalam satu atap. Disini setiap 
bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
dikelolah dalam satu instuisi kesehatan saja. 
2.   Pendekatan system 
Tentu mudah untuk dipahami untuk Negara yang 
pelayanan kesehatannya telah berkembang dengan pesat, 
pendekatan institusi telah tidak mungkin di terapkan lagi. 
Akibat makin kompleknya pelayanan kesehatan adalah 
mustahil untuk menyediakan semua bentuk dan jenis 
pelayanan dalam suatu institusi. Bukan saja akan menjadi 
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terlalu mahal, tetapi yang terpenting lagi akan tidak efektif dan 
efisien. Disamping memang dalam kehidupan masyarakat 
moderen kini, telah terdapa apa yang disebut dengan 
spesialisasi, yang apabila dapat diatur dan dimanfaatkan 
dengan baik, akan dapat memberikan hasil yang 
lebih memuaskan. Dalam keadaan yang seperti ini, kehendak 
untuk mewujudkan pelayanan keserhatan yang menyeluruh 
dan terpadu di lakukan melalui pendekatan system (system 
approach) pengertian pelayanan kesehatan yang menyeluruh 
dan terpadu yang dsiterapkan saat ini, adalah dalam arti 
system. Disini pelayanan kesehatan di bagi atas beberapa 
strata,untuk kemudian antara satu strata dengan strata lainnya, 
di ikat dalam satu mekanisme hubungan kerja, sehingga secara 
keseluruhan membentuk suatu kesatuan yang terpadu. 
 
Stratifikasi Pelayanan Kesehatan 
         Strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap Negara 
tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat di 
kelompokkan menjadi tiga macam yakni : 
1.      Pelayanan kesehatan tingkat pertama 
Yang di maksud dengan pelayanan kesehatan tingkat 
pertama (primery health services) adalah pelayanan kesehatan 
yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian 
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besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya 
pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan 
rawat jalan. 
2.     Pelayanan kesehatan tingkat kedua 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua 
adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat 
rawat inap dan untuk menyelenggarakannnya telah dibutuhkan 
tersediannya tenaga-tenaga spesialis. 
3.    Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 
Yang di maksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga 
adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih compleks dan 
umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga sub spesialis. 
 
Sistem Rujukan 
         Adapun yang dimaksud dengan system rujukan di 
Indonesia, seperti yang telah dirumuskan dalam SK mentri 
Kesehatan RI no. 32 tahun 1972 ialah suatu system 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan 
pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus 
penyakit atau masalah kesehatan secara vertical dalam arti dari 
unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu 
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atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat 
kemampuannya. 
         Macam rujukan yang berlaku diindonesia telah pula 
ditentukan. System kesehatan nasional membedakannya atas dua 
macam yakni : 
1.   Rujukan kesehatan 
Rujukan ini di kaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan 
peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan 
kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat. Rujukan kesehatan dibedakan atas 3 macam yakni 
rujukan teknologi, sarana, dan operasional. 
2.   Rujukan medik 
Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan 
penyakit serta pemulihan kesehatan. Dengan demikin rujukan 
medik pada dasarnya berlaku untuk  pelayanan kedokteran. 
Sama halnya dengan rujukan kesehatan, rujukan medik ini 
dibedakan atas tiga macam yakni rujukan penderita, pengetahuan 
dan bahan-bahan pemeriksaan. Secara sederhana, kedua macam 
rujukan ini dapat di gambarkan dalam bagan 2. 
         Apabila system rujukan ini dapat terlaksana, dapatlah 
diharapkan terciptannya pelayanan kesehatan yang menyeluruh 
dan terpadu. Beberapa manfaat juga akan diperoleh yang jika 
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ditinjau dari unsur pembentuk pelayanan kesehatan terlihat 
sebagai berikut : 
1.   Dari sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan 
Jika ditinjau dari sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan 
kesehatan, manfaat yang akan diperoleh antara lain : 
a.  Membantu penghematan dana, karena tidak perlu 
menyediakan berbagaimacam peralatan kedokteran pada 
setiap sarana kesehatan. 
b.  Memperjelas system pelayanan kesehatan, karena terdapat 
hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang 
tersedia. 
c.   Memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek 
perencanaan. 
2.     Dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan 
Jika ditinjau dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa 
pelayanan manfaat yang akan diperoleh antara lain : 
a.  Meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari 
pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang. 
b.  Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, 
karena telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang 
setiap sarana pelayanan kesehatan. 
3.   Dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara 
pelayanan kesehatan 
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Jika ditinjau dari sudut kalangan kesehatan sebagai 
penyelenggara kesehatan manfaat yang akan di peroleh antara 
lain : 
a.  Memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan 
berbagai akibat positif lainnya seperti semgangat kerja, 
ketekunan dan dedikasi. 
b. Membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
yakni melalui kerjasama yang terjalin. 
c.   Memudahkan atau meringankan beban tugas, karena setiap 
sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu. 
Berbagai program dan kegiatan di bidang pelayanan 
kesehatan telah dilakukan pemerintah dan swasta disetiap Negara, 
namun tidak seluruh penawaran pelayanan kesehatan 
dimanfaatkan oleh masyarakat, disebabkan adanya berbagai 
masalah di bidang ekonomi dan sosial budaya yang menghambat 
akses mereka menuju tempat-tempat pelayanan kesehatan. 
Bagi masyarakat yang mempunyai nilai-nilai tradisional, 
kemungkinan prioritas pilihan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
ritual sebagai perwujudan kepercayaan yang mereka miliki, 
sedangkan pelayanan kesehatan diletakkan sebagai prioritas yang 
kurang penting. Cara pandang tentang sakit adalah bagian dari 
kutukan Tuhan, karena tingkah laku mereka kurang berkenan baik 
oleh sesama, alam, maupun pencipta. Pilihan sebagai keputusan 
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menimbulkan biaya oportunis berupa;(1) seluruh atau sebagian 
pendapatan keluarga digunakan untuk membiayai acara-acara 
ritual, dan (2) hilangnya kesempatan memperoleh pelayanan 
kesehatan dan manfaat lainnya di keluarga. 
Pada tingkat pasar, pelayanan kesehatan berkompetisi 
dengan pelayanan tradisional dilayani para dukun atau paranormal, 
dan konsumen berperilaku tradisionil sangat mungkin meminta 
pelayanan dukun untuk mengobati penyakitnya sebagai pelayanan 
substitusi dari pelayanan kesehatan modern. Jika pada pelayanan 
tradisional pasien merasa tidak sembuh, selanjutnya meminta 
pelayanan kesehatan modern sebagai alur rujukan. Setiap tahap 
pelayanan (tradisional dan modern) menimbulkan biaya yang 
ditanggung oleh pasien maupun keluarganya. Bagi ibu hamil, 
bersalin dan nifas yang merupakan anggota masyarakat tradisional, 
kemungkinan sulit terhindar dari siklus pengobatan tradisional, 
sebagaimana fenomena empiris, dan jika dikaji secara ekonomis 
menimbulkan biaya yang tidak sedikit baik pada tataran individu 
maupun masyarakat. 
Masyarakat pada suatu kelompok etnis yang memiliki 
nilai-nilai tradisional berupa kepercayaan bahwa ada kekuatan 
supernaturalistik, turut mempengaruhi proses kehidupan 
seseorang. Untuk menyeimbangkan kekuatan supernaturalistik 
dengan proses kehidupan seseorang atau masyarakat, dilakukan 
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acara-acara ritual. Pelaksanaan acara ritual, menimbulkan biaya 
sebagai beban individu dan masyarakat, berlanjut pada penurunan 
kemampuan dan keinginan membayar(ability to pay dan 
willingness to pay) pemenuhan kebutuhan kesehatan dan non 
kesehatan di keluarga. 
Budaya juga dapat membentuk kepribadian seseorang. 
Hal ini tercermin dari persepsi mereka tentang suatu obyek 
maupun fenomena disekitarnya. Persepsi mereka tentang kinerja 
provider, harus sesuai dengan harapan yang mereka miliki. 
Harapan sebagai derivasi kebutuhan bukan saja pada aspek medis, 
tetapi aspek non medis yang berhubungan dengan tingkat 
kepuasan sesuai nilai-nilai budaya pasien. Aspek non medis belum 
diletakkan sejajar dengan aspek medis dalam konsep pelayanan 
yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Konsep pelayanan 
kesehatan menurut provider adalah menerapkan standar pelayanan 
sesuai etika dan profesi medis. Kesenjangan antara harapan 
sebagai kebutuhan konsumen dengan kenyataan yang diterima 
pengguna pelayanan kesehatan ibu dan anak, akan menimbulkan 
ketidakpuasan masyarakat. 
Dalam masyarakat tradisional yang mempunyai 
nilai-nilai tradisi, hubungan keagenan tidak hanya pada pasar 
pelayanan kesehatan, tetapi terjadi juga sebelum menjadi 
permintaan actual. Hubungan keagenan di luar pasar pelayanan 
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dilakukan oleh kelompok referensi dalam keluarga, masyarakat, 
atau kelompok organisasi. Sedangkan pada proses pelayanan 
kesehatan, kemungkinan provider menyarankan pasien melakukan 
pelayanan intensif atau merujuk pasien ke tingkat pelayanan yang 
lebih tinggi. Kelompok referensi mengeksposisi seseorang ke 
dalam perilaku baru, menciptakan tekanan-tekanan untuk memilih 
produk dan merek suatu barang dan jasa, serta mempengaruhi 
sikap orang tersebut seperti yang diinginkan (Kotler dan 
Amstrong, 1994). 
Engel et al. (1994) mendefinisikan budaya sebagai nilai, 
gagasan, artefak, dan symbol bermakna membantu individu 
berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi 
terhadap fenomena yang ada disekitarnya. Mc Cracken (dalam 
Engel et al., 1994), mengartikan budaya sebagai “lensa” dan 
“cetak biru”.Sebagai “lensa”, budaya digunakan manusia untuk 
memandang fenomena, bagaimana fenomena dipahami dan 
diterima. Sebagai “cetak biru” budaya sebagai landasan kegiatan 
manusia dalam menentukan koordinat tindakan social dan 
kegiatan produktif, dan menetapkan perilaku masyarakat dalam 
menyikapi dan memberikan makna suatu obyek. 
WHO (1984 dalam Notoatmodjo, 
1993) mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan atau 
fungsi dari pemikiran dan perasaan seseorang (pengetahuan, 
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persepsi, sikap, kepercayaan, dan penilaian seseorang terhadap 
obyek), adanya orang lain sebagai referensi, 
fasilitas-fasilitas(uang, waktu, tenaga) yang dapat mendukung 
perilaku, dan budaya masyarakat (adat istiadat). Secara matematis, 
dirumuskan sebagai berikut : 
         B = f (TF,PR,R,C) 
Keterangan :B= Behavior 
                     F= fungsi 
                     TF= Thought and feeling 
                     PR= Personal references 
                     R= Resources 
                     C= Culture 
Budaya bersama dengan unsur-unsur ekonomi di dalam 
masyarakat menentukan proses pengambilan keputusan 
konsumen. Engel et al (1994) mengemukakan bahwa budaya 
mempengaruhi struktur konsumsi, bagaimana individu mengambil 
keputusan pembelian, dan mengekspresikan kepuasan tentang 
kualitas barang atau jasa. 
Dari beberapa teori di atas, disimpulkan bahwa budaya 
sebagai predisposisi perilaku konsumen (pengetahuan, sikap, dan 
tindakan, dan persepsi) seseorang. Budaya ini pula membentuk 
rasionalitas seseorang menggunakan sumber daya (uang, waktu, 
dan tenaga) dan mengalokasi sumber daya kedalam pilihan 
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tindakan diantara berbagai kemungkinan yang tersedia, ketika 
berada dalam suatu situasi pembelian (pelayanan kesehatan dan 
lainnya) guna memenuhi kebutuhannya. 
Dengan demikian dapat biaya sosial merupakan 
penjumlahan dari biaya privat sebagai pengeluaran moneter akibat 
kepercayaan, mengakibatkan opportunity cost bagi pengeluaran 
bidang kesehatan dan non kesehatan di keluarga. Sejauhmana 
biaya sosial dan biaya privat karena pelaksanaan acara ritual 
mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 
bagaimana persepsi masyarakat terhadap biaya pelayanan 
kesehatan yang meliputi biaya acara ritual (biaya sosial dan biaya 
privat), biaya memperoleh pelayanan (biaya transportasi, biaya 
waktu tunggu, tarif pelayanan dan pengobatan), penelitian ini 
akan membuktikannya. 
Pelayanan kesehatan di puskesmas perlu melibatkan 
potensi-potensi yang ada di masyarakat dengan menggalang 
masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan dan 
pelayanan kesehatan yang dibentuk dalam wadah yang disebut 
dengan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). 
Faktor penting dalam dinamika persaingan adalah 
kedudukan pasien dalam pelayanan kesehatan. Sebagaimana 
pemasok, daya  tawar pasien sebagai pembeli akan kuat apabila 
pembeli berjumlah banyak dan bergabung dalam suatu organisasi 
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yang kuat. Daya tawar pembeli pelayanan kesehatan di perkuat 
dengan  berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen termasuk yang 
berkosentrasi pada sektor kesehatan seperti Yayasan lembaga 
Konsumen Kesehatan yang berada di Jakarta. Lebih lanjut saat ini 
telah ada Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan yang memberikan 
jasa tindakan hukum bagi pasien yang membutuhkan. Faktor lain 
yang memperkuat daya tawar pasien sebagai pembeli yaitu apa 
bila pelayanan jasa yang di beli bersifat standar, atau tidak 
terdiferesiensi. Dengan demikian pasien mempunyai banyak 
pilihan  untuk mendapatkan pelayanan. (Trisnantoro,2005) 
Lebih lanjut, Laksono mengatakan bahwa trend yang 
sama terjadi di berbagai Negara adalah adanya kebijakan 
desentralisasi,termasuk otonomi lembaga pelayanan 
kesehatan, kompetisi diantara providers, peningkatan pelayanan 
kesehatan primer dan peningkatan mutu pelayanan.  
Di dalam pelayanan kesehatan sering ditemukan istilah 
health need dan health demand. Keduanya mempunyai pengertian 
dan konsep yang berbeda. Health need mempunyai  2 pengertian 
yaitu : 
1.  Kebutuhan nyata (Normative need) adalah merupakan 
perbandingan situasi nyata dengan standar tertentu yang telah 
disepakati. 
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2.  Kebutuhan yang dirasakan (feel need) adalah kebutuhan yang 
dirasakan sendiri oleh individu. Sedang permintaan (demand) 
pelayanan kesehatan menggambarkan keinginan individu yang 
dilatar belakangi oleh kemampuan membayar, jadi merupakan 
normative need yang dinyatakan melalui kemauan. 
Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dinyatakan 
bahwa pelayanan kesehatan mungkin secara normatif dibutuhkan 
(needed) tapi tidak di minta (not need) ataupun sebaliknya 















70 | S u g e n g  S u h a r t o  
 
BAB III 
POTENSI RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH DI WILAYAH PROPINSI 
BENGKULU 
 
ropinsi Bengkulu memiliki 11 Rumah Sakit Umum 
Daerah yang merupakan pangejawantahan dari pelayanan 
publik di bidang kesehatan,  terdiri dari 1 rumah sakit 
umum daerah milik propinsi, dan 9 rumah sakit daerah milik 
kabupaten, dan 1 milik Kota Bengkulu seperti tersaji pada tabel 
berikut: 
Tabel  3.1 
Nama RSUD di wilayah Propinsi Bengkulu 
Per Nopember 2018 





Type Akreditasi Ket 
1 RSUD Kota 
Bengkulu 





C Terakreditasi  
P 












C Terakreditasi  
5 RSUD Tais Kab Seluma D Terakreditasi  





D Terakreditasi  





D Terakreditasi  









B Terakreditasi Milik 
Propinsi 
Sumber : Penelitian, 2018 
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 
Propinsi telah memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan. 
Dengan adanya Rumah Sakit di setiap Kabupaten atau Kota, serta 
rumah sakit rujukan milik Propinsi yang ada di Kota Bengkulu. 
Dengan adanya representasi dari rumah sakit tersebut 
menunjukkan bahwa Propinsi Bengkulu telah melaksanakan 
pembangunan bidang kesehatan, hanya saja perlu peningkatan 
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pelayanan agar dapat memberikan nilai maksimal pada kualitas 
pelayanan kesehatan.  
Adanya data- data yang dimiliki oleh rumah sakit umum 
daerah masih sifatnya local data, belum terkordinir berdasar 
standar tertentu yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Propinsi 
Bengkulu. Di lapangan ditemukan adanya variasi data yang 
sesungguhnya menjadi bahan referensi pengambil kebijakan. 
Namun karena sajian yang berbeda dengan referensi yang 
langsung mengacu kepada Kementerian Kesehatan, maupun 
World Health Organization (WHO), maka data yang diminta 
selalu harus dicari sendiri oleh pihak yang berkenan 
membutuhkan data. Bagi pimpinan untuk mengambil langkah 
langkah strategis harus mengumpulkan data data itu dari masing 
masing Rumah Sakit dan menginventarisir dengan berbagai 
kepentingan. Hal ini akan memperlambat pengambilan kebijakan, 
karena informasi tidak cepat terbaca melainkan harus menunggu 
lama untuk mengolah terlebih dahulu. Bila Dinas Kesehatan 
Propinsi memberi format standar yang harus diisi secara seragam 
oleh Rumah Sakit, dipastikan output data terbaca sama dan cepat. 
Apalagi sudah menggunakan sarana online dalam inputing data. 
Dinas Kesehatan  tinggal mengontrol dan memonitoring. Dengan 
cara demikian maka dalam waktu singkat Gubernur sebagai 
Kepala Daerah dapat mengikuti perkembangan pelayanan pada 
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sektor publik di bidang kesehatan, sehingga dalam ukuran detik 
per detik dapat dimonitor perkembangannya. 
Pelayanan kesehatan yang dimaksud mencakup kondisi 
riil infrastruktur (sarana dan prasarana), potensi sumberdaya 
manusia (jumlah tenaga medis dan non medis), sirkulasi pasien, 
dan perlakuan humanis aparat dan awak rumah sakit kepada 
masyarakat sebagai pihak yang perlu mendapat pelayanan. Untuk 
mengetahui potensi masing masing rumah sakit umum daerah di 
Propinsi Bengkulu, disajikan paparan potensi di setiap rumah sakit 
umum daerah di Kota, Kabupaten dan RSUD M Yunus sebagai 
Rumah Sakit Rujukan. 
  
A. RSUD Kota Bengkulu  
 Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu merupakan RSUD 
Tipe C yang beroperasi berdasarkan Keputusan Walikota 
Bengkulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang izin operasional RSUD 
Kota Bengkulu dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas D, dan 
Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Nomor 02 Tahun 2017 Tanggal 16 Maret 2017 tentang 
Pemberian Izin Operasional RSUD Kota Bengkulu dengan 
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C. 
RSUD Kota Bengkulu telah memenuhi standar akreditasi 
rumah sakit  yang telah dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi 
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Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/174/IX/2016 tanggal  13 
September 2016 yang menyatakan dengan Lulus tingkat 
PERDANA.   
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Survey Akreditasi 
pertama yang dilaksanakan tanggal 23 s/d 34 Agustus 2016 
dengan penilaian 4 BAB yaitu : 
1. BAB HPK (Hak Pasien dan Keluarga) 
2. BAB KKS (Kompetensi dan Kewenangan Staf) 
3. BAB SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) 
4. BAB PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) 
Selanjutnya pada tahun 2017 dilaksanakan Survey 
verifikasi Akreditasi tahun ke I yang dilaksanakan tanggal 21 s/d 
22 Agustus 2017 dengan penilaian 6 BAB lanjutan yaitu : 
1. PAP ( Pelayanan dan Asuhan Pasien) 
2. PAB (Pelayanan Anastesi dan Bedah) 
3. AP (Asesmen Pasien) 
4. PKPO (Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat) 
5. MKE (Manajemen Komunikasi dan Edukasi) 
6. ARK (Akses ke Rumah sakit dan Kontinuitas Pelayanan) 
Pada Tahun 2018 dilanjutkan dengan bimbingan dan 
survei verivikasi akreditasi tahun ke II dengan penilaian 6 BAB 
lanjutan sesuai dengan edisi SNARS yaitu meliputi : 
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1. IPKP (Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan 
Rumah Sakit) 
2. PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) 
3. MFK (Manajemen Fasilitas Keselamatan) 
4. TKRS (Tata Kelola Rumah Sakit) 
5. MIRM (Manajemen Informasi dan Rekam Medis) 
6. Prognas (Program Nasional) 
RSUD Kota Bengkulu berencana pada tahun 2020 akan 
mengadakan survey verivikasi paripurna demi meningkatan mutu 
dan keselamatan pasien. 
 
B. RSUD Bengkulu Tengah 
 Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah dibentuk 
berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 
2009 Tentang Penetapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Taba 
Penanjung menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D 
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang juga 
disahkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 
1510/MENKES/SK/X/2010 Tentang Penetapan Kelas RSUD 
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.  
 RSUD Bengkulu Tengah sebagai rumah sakit baru yang 
dibangun di daerah pemekaran yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, 
tentunya terus melakukan peningkatan-peningkatan dalam 
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berbagai aspek terutama pada sarana dan prasarana yang dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Saat ini layanan 
yang tersedia adalah, sebagai berikut: 
1. Intalasi Gawat Darurat (IGD) 
2. Poliklinik Kebidanan, Poliklinik Bedah, Poliklinik Anak, 
Poliklinik Gigi, Poliklinik Penyakit Dalam, dan Poliklinik 
Mata. 
3. Pelayanan dokter spesialis (mata, penyakit dalam, bedah, 
patologi klinik) 
4. Laboratorium 24 jam 
5. Rawat inap 24 jam 
6. Radiologi 24 jam 
7. Apotek 24 jam 
8. Instalasi gizi 24 jam 
9. Pelayanan rujukan dengan mobil ambulan 24 jam 
RSUD Bengkulu Tengah saat ini memiliki 76 Tempat 
Tidur (TT) yang tersebar di ruang rawat inap Kelas II dan Kelas 
III serta Ponek. Sedangkan jenis peralatan yang tersedia 
dilaporkan cukup jika sandingkan dengan indikator-indikator 
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Tabel 3.2. 
Indikator-Indikator Rumah Sakit Bengkulu Tengah Provinsi 
Bengkulu 
Tahun 2016/2017 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari 
Rata-rata kunjungan rawat jalan perbulan 
4 pasien / hari 
132 pasien / bulan 
2. Rata-rata kunjungan IGD perhari 
Rata-rata kunjungan IGD perbulan 
6 pasien / hari 
191 pasien / bulan 
3. Rata-rata kunjungan rawat inap perhari 
Rata-rata kunjungan rawat inap perbulan 
3 pasien / hari 
102 pasien / bulan 
4. Gross Death Rate (GDR) 3,27 0/00 
5. Net Death Rate (NDR) 0,00 
6. Average Lange of Stay (LOS)  2,36 hari 
7. Bed of Accupancy Rate (BOR) 10,39% 
8. Bed Turn Over (BTO) 16,07 kali 
9. Turn Over Interval (TOI) 24,92 hari 
Sumber: Profil RSUD Bengkulu Tengah 2016/2017 
  
 Jumlah sumber daya manusia di RSUD Bengkulu 
Tengah adalah 174 orang yang terdiri dari 72 orang Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan 102 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). 
Data tersebut secara lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Tabel 3.3 
Data Ketenagaan/Sumber Daya Manusia RSUD Bengkulu Tengah 
Tahun 2016/2017 
No. Bidang Jumlah  
 Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
1. Medis (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis)  9 orang 
2. Paramedis (perawat, bidan) 32 orang 
3. Kesmas 13 orang 
4. Penunjang medis (gizi, analis, radiologi, fisioterapi, 
farmasi) 
15 orang 
5. Non medis  3 orang 
   
 Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
1. Tenaga medis 2 orang 
2. Tenaga kesehatan 36 orang 
3. Tenaga perawat pendamping rontgen 2 orang 
4. Tenaga rontgen 1 orang 
5. Tenaga apoteker 1 orang 
6. Tenaga supir 6 orang 
7. Tenaga administrasi  7 orang 
8. Tenaga satpam 20 orang 
9. Tenaga masak 2 orang 
10. Tenaga cleaning service 20 orang 
11. Tenaga instalasi listrik 5 orang 
Sumber: Profil RSUD Bengkulu Tengah 2016/2017 
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RSUD Bengkulu Tengah menargetkan peningkatan 
rumah sakit menjadi kelas C dengan terus melakukan peningkatan 
berbagai aspek terutama sarana dan prasarana serta sumberdaya 
manusianya. 
  
C. RSUD Kabupaten Kaur  
RSUD Kaur pada awalnya merupakan rumah sakit kelas 
D berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1485/MenkES/SK/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, 
namun pada tahun 2015 meningkat menjadi Rumah Sakit Umum 
Kelas C. 
 Kebijakan anggaran RSUD Kaur yang merupakan 
satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Kaur telah 
diberikan kewenangan mengelola beberapa kegiatan baik yang 
dibiayai oleh APBN maupun APBD dengan sistem SKPD murni.  
 Kabupaten Kaur sendiri mempunyai jumlah penduduk 
sebanyak 112.894 jiwa di tahun 2017 yang tersebar di 15 
kecamatan. RSUD Kaur terletak di Kecamatan Semidang Gumay. 
Dan RSUD Kaur saat ini sedang dalam masa akreditasi. 
 Sumber daya manusia di RSUD Kaur berjumlah 230 
orang dengan kualifikasi pendidikan yang beragam. RSUD Kaur 
memiliki 9 orang dokter spesialis dan lainnya adalah tenaga media 
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dan non medis dari jenjang pendidikan yang berbeda mulai dari 
SMA hingga S2. 
 Jenis layanan di RSUD Kaur terdiri dari perawatan 
rawat jalan yang terdiri dari 10 poliklinik, pelayanan penunjang 
medis yang terdiri dari 8 jenis layanan, pelayanan Unit Gawat 
Darurat 24 jam, pelayanan ambulance 24 jam, pelayanan rawat 
inap yang terdiri dari 7 layanan, dan pelayanan kamar operasi.  
 Berikut ini adalah tabel jumlah tempat tidur di RSUD 
Kaur dari tahun 2015 hingga 2017, sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Jumlah Tempat Tidur di RSUD Kaur Tahun 2015, 2016, dan 2017 
No. Ruangan 
Jumlah Tempat Tidur 
2015 2016 2017 
1. VIP 7 7 9 
2. Kelas I 1 1 12 
3. Kelas II 12 12 14 
4. Kelas III 14 14 45 
5. I ICU 45 45 5 
6. I IGD 4 4 8 
7. K Kamar Bersalin 8 8 6 
8.  Ruang Operasi 6 6 6 
9.  Ruang Isolasi 6 6 2 
10.  Perinatal 2 2 8 
Jumlah 105 105 115 
Sumber: Profil RSUD Kaur 2017 
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Tabel 3.5 
Indikator-Indikator RSUD Kaur Tahun 2017 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Gross Death Rate (GDR) 1 
2. Net Death Rate (NDR) 2 
3. Average Lange of Stay (LOS)  4 hari 
4. Bed of Accupancy Rate (BOR) 76,82 % 
5. Bed Turn Over (BTO) 8 kali 
6. Turn Over Interval (TOI) 32,5 hari 
Sumber: Profil RSUD Kaur 2017 
   
D. RSUD Kepahiang  
 RSUD Kepahiang menaungi 8 kecamatan dan 91 desa 
di Kabupaten Kepahiang. Jumlah penduduk di kabupaten ini pada 
tahun 2010 adalah 125.001 jiwa. Letak kabupaten Kepahiang 
terbilang strategis karena berada pada jalur utama transportasi 
yang menghubungkan Kepahiang dengan Kabupaten Rejang 
Lebong Curup, Kota Bengkulu, dan Kota Lubuklinggau serta 
Lahat Provinsi Sumatera Selatan.  
 RSUD Kepahiang merupakan peningkatan dari 
puskesmas perawatan. RSUD Kepahyang sebelumnya adalah 
rumah sakit tipe D yaitu sejak 2006, pada tahun 2013, berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomr 
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HK.02.03/I/0198/2013 tanggal 29 Januari 2013 menjadi rumah 
sakit tipe C.   
 RSUD Kepahiang telah terakreditasi pada tahun 2016 
dengan hasil Lulus Tingkat Perdana Bintang Satu dengan nomor 
sertifikat KARS-SERT/241/XII/2016. RSUD Kepahiang memiliki 
6 dokter spesialis dan 1 dokter gigi. Jumlah tenaga 
keperawatannya adalah 112 orang. Jumlah tenaga farmasi 6 orang. 
Jumlah tenaga kesehatan masyarakat 20 orang. Jumlah tenaga ahli 
gizi 6 orang. Jumlah tenaga keteknisan medis adalah 9 orang. Dan 
juga terdapat beberapa tenaga non kesehatan. 
Pada tahun 2017, jumlah tempat tidur di RSUD 
Kepahiang adalah sebanyak 100 tempat tidur yang terdiri dari 
kelas VIP, Kelas I, II, dan III, serta tempat tidur tanpa kelas. 
Capaian indikator pelayanan di RSUD Kepahiang tahun 2017, 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.6 
Indikator-Indikator Pelayanan RSUD Kepahiang Tahun 2017 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Gross Death Rate (GDR) 16,83/1000 
2. Net Death Rate (NDR) 5,26/1000 
3. Average Lange of Stay (ALOS)  2,36 hari 
4. Bed of Accupancy Rate (BOR) 43,08 
5. Bed Turn Over (BTO) 47,53 kali 
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6. Turn Over Interval (TOI) 4,37 hari 
Sumber: Profil RSUD Kepahiang Tahun 2017 
 
Nilai IKM di RSUD Kepahiang masuk dalam kategori 
interval IKM 62,51-81,25 dengan simpulan bahwa mutu 
pelayanannya adalah B dengan kinerja pelayanan Baik, yaitu 
berada pada nilai 77,25. IKM ini diperoleh dari pengukuran empat 
belas unsur yang sesuai dengan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instalasi Pemerintah, sebagai berikut:  
Tabel 3.7 
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan di RSUD Kepahiang Tahun 
2017 
No. Unsur Pelayanan NRR 
U1 Prosedur pelayanan 3,12 
U2 Persyaratan pelayanan 3,15 
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,21 
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,08 
U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,14 
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,07 
U7 Kecepatan pelayanan 2,96 
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,04 
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,2 
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U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,02 
U11 Kepastian biaya pelayanan 2,90 
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,02 
U13 Kenyamanan lingkungan 3,10 
U14 Keamanan lingkungan 3,15 
Jumlah Nilai/Unsur 6492 
NRR/Unsur 43,28 
NRR 3.09 
IKM Unit pelayanan  77,25 
Sumber: Laporan IKM I RSUD Kepahiang, 2018 
 
E. RSUD Arga Makmur 
 RSUD Arga Makmur merupakan rumah sakit dengan 
klasifikasi Kelas C. RSUD Arga makmur merupakan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2009 berdasarkan 
Kaputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 184 Tahun 2009 
tentang Penetapan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu 
Utara yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 
Penuh.  
 Sumber daya manusia di RSUD Arga Makmur pada 
tahun 2017 sebanyak 564 orang yang berstatus PNS sebanyak 188 
orang (33,33 %) dan Tenaga Suka Rela sebanyak 320 orang 
(56,73 %). Terdapat 13 dokter spesialis, 1 dokter gigi, dan 13 
dokter umum.  
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 Terdapat 160 tempat tidur yang terdiri dari kelas VVIP, 
VIP, Kelas I, II, dan III, di ICU, serta tempat tidur bayi baru lahir. 
Pencapaian indikator pelayanan rawat inap di RSUD Arga 
Makmur tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.8 
Pencapaian Indikator-Indikator Pelayanan Rawat Inap di RSUD 
Arga Makmur 2017 
No Indikator Nilai Ideal Pencapaian  Kesimpulan 
1. Gross Death Rate (GDR) < 45/1000 20,37/1000 Baik  
2. Net Death Rate (NDR) < 25/1000 8,25/1000 Baik  
3. Average Lange of Stay 
(ALOS)  
6-9 hari 2,49 hari Sedang 
4. Bed of Accupancy Rate 
(BOR) 
60-85 % 62,92 % Baik 
5. Bed Turn Over (BTO) 40-50 kali 74,20 kali Kurang  
6. Turn Over Interval (TOI) 1-3 hari 1,82 hari Baik  
Sumber: Profil RSUD Arga Makmur Tahun 2017 
 Tahun 2018, RSUD Arga Makmur telah tersertifikasi 
dengan lulus tingkat Madya berdasarkan sertifikat nomor 
KARS-SERT/1214/II/2018.  
 
F. RSUD Curup  
 RSUD Curup yang terletak di Kabupaten Rejang 
Lebong menaungi 15 Kecamatan, dengan jumlah penduduk 
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256.094 jiwa pada tahun 2015. RSUD Curup merupakan rumah 
sakit tipe C, yang memiliki 9 (sembilan) bidang spesialisasi yang 
meliputi kebidanan dan kandungan, bedah, anak dan neonantus, 
penyakit dalam, syaraf, mata, THT, dan jiwa. RSUD Curup 
merupakan pusat rujukan bagi puskesmas, klinik bersalin, rumah 
sakit DKT, RSUD Lebong, dan RSUD Kepahyang. RSUD Curup 
memiliki 166 tempat tidur. 
 Ketenagaan di RSUD Curup sejumlah 579 orang yang 
terdiri dari pegawai yang berstatus PNS maupun TKS. Jumlah 
dokter spesialis di RSUD Curup sebanyak 18 orang dokter, dan 12 
orang dokter umum, serta 2 orang dokter gigi. Lebih lengkapnya 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.9. 
Data Ketenagaan di RSUD Curup Tahun 2017 
No. Jabatan Struktural/Fungsional Jumlah Pegawai 
1. Direktur 1 
2. Kabag/Kabid 4 
3. Kasubbag/Kasubid 9 
4. Dokter 32 
5. Perawat 189 
6. Perawat gigi 3 
7. Bidan 85 
8. Farmasi/apoteker 22 
9. Nutrisionis 17 
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10. Sanitasi 5 
11. Elektromedis 3 
12. Rodiografer 11 
13. Fisioterapi 4 
14. Analis 12 
15. Refaksionis optisien 4 
16. Penyuluh kesehatan 8 
17. Rekam medis 1 
18. Umum 69 
19. Cleaning service 40 
20. Laundry 9 
21. Juru masak 11 
22. Juru saji 10 
23. Satpam 12 
24. Sopir 7 
25. Portier 5 
26. Petugas IFRS/listrik 5 
Sumber: Laporan Hasil Kegiatan RSUD Curup 2017 
 
Tabel 3.10 
Indikator-Indikator Pelayanan RSUD Curup Tahun 2017 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Gross Death Rate (GDR) 45 0/00 
2. Net Death Rate (NDR) 25 0/00 
3. Average Lange of Stay (ALOS)  4 hari 
4. Bed of Accupancy Rate (BOR) 60 % 
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5. Bed Turn Over (BTO) 60 kali 
6. Turn Over Interval (TOI) 2 hari 
Sumber: Laporan Hasil Kegiatan RSUD Curup 2017 
 Pengukuran IKM di RSUD Curup dilakukan dengan 
menggunakan 14 unsur berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan Instalasi Pemerintah. Dari hasil survei yang dilakukan 
pada tahun 2017 tersebut diperoleh IKM unit pelayanan RSUD 
Curup adalah 75,637 yang berarti mutu layanannya adalah B atau 
kinerjanya Baik.  
 NRR keempat belas unsur pelayanan yang dinilai pada 
RSUD Curup dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
Tabel 11 
Hasil Survei IKM RSUD Curup Tahun 2017 
No. Unsur Pelayanan NRR 
U1 Prosedur pelayanan 2,88 
U2 Persyaratan pelayanan 2,94667 
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,1 
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,02667 
U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,12 
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,24333 
U7 Kecepatan pelayanan 2,99667 
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,00667 
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U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,07333 
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,07667 
U11 Kepastian biaya pelayanan 2,98667 
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,02333 
U13 Kenyamanan lingkungan 3,05667 
U14 Keamanan lingkungan 3,07667 
Sumber: RSUD Curup, 2018 
 
 Usulan dari RSUD Curup, adalah sebagai berikut: 
a) Perlu penataan kembali jenjang kelas rumah sakit dalam 
sistem rujukan daerah 
b) Peningkatan kelas RSUD Curup menjadi kelas B karena 
rujukan regional dan peningkatan jumlah kunjungan 
pasien serta fasilitas pelayanan yang tersedia 
c) Pengembangan pembangunan fisik gedung pelayanan 
sedang dalam proses pembangunan jadi mohon alokasi 
dana dari pemerintah provinsi 
d) Sistem rujukan berbasis kompetansi sebaiknya diikuti 
dengan sistem jenjang kelas rumah sakit 
 
G. RSUD Hasanudin Damrah Manna Bengkulu Selatan 
 RSUD Manna merupakan Lembaga Teknis Daerah 
(LTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001. Dan 
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RSUD Manna sedang mengarah ke Badan Layanan Umum (BLU) 
atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan 
mempersiapkan persyaratan secara substantif dan administrasif. 
Hal ini dilakukan sebagai respon adanya wacana bahwa rumah 
sakit akan masuk dalam undang-undang badan layanan umum. 
 RSUD Manna menaungi 11 kecamatan di Kabupaten 
Bengkulu Selatan, dimana jumlah penduduknya adalah 145.153 
jiwa. RSUD Manna telah terakreditasi dengan status akreditasi 
lulus Tingkat Dasar dengan sertifikat Nomor 
Kars-Sert/Ags/VI/2012 dengan nama RSUD Hasanudin Damrah 
Manna, karena pada tahun 2009 RSUD Manna mengalami 
perubahan nama manjadi RSUD Hasanudin Damrah Manna. Pada 
tahun 2018 RSUD Hasanudin Damrah Manna melaksanakan 
penilaian akreditasi ulang dan mendapatkan predikat Paripurna. 
 RSUD Hasanudin Damrah Manna merupakan rumah 
sakit kelas C, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan yang bersifat dasar didukung oleh fasilitas dan 
kemampuan pelayanan medis spessialistik, sekurang-kurangnya 4 
(empat) besar spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis 
penyakit anak, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.  
 Sejak tahun 2015, RSUD Hasanudin Damrah Manna 
mengelola keuangan secara mandiri dengan menerapkan pola 
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pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
secara penuh.  
 Jumlah sumber daya manusia di RSUD Hasanudin 
Damrah Manna sebanyak 732 orang yang tediri dari berbagai latar 
pendidikan, jenjang pendidikan, dan status kepegawaian. Terdapat 
13 orang dokter spesialis yang terdiri dari 9 orang dokter spesialis 
difinitip dan 4 orang dokter spesialis program dari Kemenkes dan 
PPDS. Sedangkan jumlah dokter umumnya ada 22 orang.  
 Jenis pelayanan yang disediakan oleh RSUD Hasanudin 
Damrah Manna terdiri dari: 
1. Pelayanan rawat jalan, yang terdiri dari 10 poliklinik 
2. Pelayanan penunjang medis, yang terdiri dari 6 pelayanan  
3. Pelayanan unit gawat darurat 24 jam 
4. Pelayanan ambulance 24 jam 
5. Pelayanan rawat inap yang terdiri dari 9 jenis layanan 
6. Pelayanan kamar operasi 
 Jumlah tempat tidur pada ruang perawatan RSUD 
Hasanudin Damrah Manna tahun 2017 adalah sebanyak 193 
tempat tidur. Tempat tidur tersebut tersebar di berbagai kelas dan 
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Tabel 3.11 
Jumlah Tempat Tidur di RSUD Hasanudin Damrah Manna Tahun 
2017 
No. Ruang Perawatan 
Tahun 2017 




1. Ruang Rawat Inap Penyakit 
dalam 
- 10 8 28 - 46 
2. Ruang Rawat Inap Anak - 2 3 4 - 9 
3. Ruang Rawat Inap Paviliun 10 - - - - 10 
4. Ruang Rawat Inap Bedah - 4 6 16 1 27 
5.  Ruang Rawat Inap 
Perinatologi 
- - - - 16 16 
6.  Ruang Rawat Inap ICU - - - - 6 6 
7.  Ruang Rawat Inap 
Kebidanan dan Penyakit 
Kandungan 
- 3 4 7 - 14 
8.  Ruang Isolasi  - - - - 9 9 
9.  Ruangan VK - - - - 10 10 
10.  IGD - - - - 17 17 
11. RR - - - - 3 3 
12. OK - - - - 4 4 
13. Ruangan Syaraf - 4 1 5 - 10 
14. Ruangan Mata dan Bedah 
Mulut 
- 4 2 6 - 12 
Jumlah 10 27 24 66 66 193 
Sumber: Profil RSUD Hasanudin Damrah Manna 2017 
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  Indikator-indikator kinerja RSUD Hasanudin Damrah 
Manna dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut: 
Tabel 3.12 
Indikator-Indikator RSUD Hasanudin Damrah Manna Tahun 2015, 
2016, 2017 
No. Indikator 2015 2016 2017 
1. Gross Death Rate (GDR) 2,1/1000ps 2,10/1000ps 2,39/1000ps 
2. Net Death Rate (NDR) 0,54/1000ps 0,44/1000ps 0,56/1000ps 
3. Average Lange of Stay 
(ALOS)  
5 hari 5 hari 4 hari 
4. Bed of Accupancy Rate 
(BOR) 
87,83 % 84,54 % 60,74 % 
5. Turn Over Interval (TOI) 0,69 hari 0,9 hari 2,56 hari 
Sumber: Profil RSUD Hasanudinn Damrah Manna 2017 
RSUD Hasanudin Damrah Manna telah melakukan 
pengukuran kualitas pelayanan dengan melakukan survey 
kepuasan masyarakat terdapat setiap jenis layanan di RSUD 
Hasanudin Damrah Manna. Pengukuran ini menggunakan 9 
(sembilan) unsur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasilnya, IKM RSUD 
Hasanudin Damrah Manna adalah 81,1611 dengan kategori B. 
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Nilai ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap unit pelayanan di 
RSUD Hasanudin Damrah Manna, dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
Tabel 3.13. 
IKM Setiap Unit Pelayanan di RSUD Hasanudin Damrah Manna 
tahun 2018 







1. Pelayanan UGD 3,4454 86,136 B Baik 
2. Pelayanan Zall Bedah 3,3833 84,582 B Baik 
3. Pelayanan Laboratorium 3,1657 79,143 B Baik 
4. Pelayanan Zall Kebidanan  3,3122 82,806 B Baik 
5. Pelayanan Penyakit Dalam 
1 dan 2 
3,2368 80,919 
B Baik 
6. Pelayanan Zall VK  3,5253 88,134 B Baik 
7. Pelayanan di Paviliun 3,2146 80,364 B Baik 
8. Pelayanan Poli Kebidanan  3,259 81,474 B Baik 
9. Pelayanan Radiologi 3,2945 82,362 B Baik 
10. Pelayanan Perinatologi 3,148 78,699 B Baik 
11. Pelayanan Zall Anak 3,0991 77,478 B Baik 
12. Pelayanan Poli Penyakit 
Dalam dan Lansia 
3,2323 80,808 
B Baik 
13. Pelayanan Hemodialisa 3,2634 81,585 B Baik 




15. Pelayanan Farmasi 3,1302 78,255 B Baik 
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18. Pelayanan Zall Mata 3,2056 80,142 B Baik 
19. Pelayanan Zall Syaraf 3,2722 81,807 B Baik 




Sumber: Laporan SKM RSUD Hasanudin Damrah Manna 2018 
 
Usulan RSUD Hasanudin Damrah Manna: 
1. Penambahan sumber daya manusia (spesialis radiologi, 
anastesi, dan bedah) 
2. Penambahan bangunan untuk fasilitas ruang pengaduan, 
pojok ASI, disabilitas toilet, dan parkiran pasien 
3. Peningkatan mutu sumber daya manusia dengan training, 
seminar-seminar kesehatan dan pelatihan 
4. Penekanan peran BPJS dalam pencairan claim RSUD 
Hasanudin Damrah Manna 
5. Penggunaan SIM rumah sakit berbasis IT  
 
H. RSUD Mukomuko  
RSUD Mukomuko meruapakan rumah sakit tipe C 
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
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Nomor HK.02.03/I/0524/2015   Tentang Penetapan Kelas 
RSUD Mukomuko Menjadi Tipe C. Dan RSUD Mukomuko juga 
telah terakreditasi lulus dengan status Tingkat Perdana pada tahun 
2017. 
RSUD Mukomuko juga merupakan rumah sakit rujukan 
regional. Program unggulan RSUD Mukomuko adalah: safe 
motherhood, trauma center, dan pengembangan pengobatan 
tradisional. Terdapat 12 pelayanan spesialis yaitu: spesialis 
Penyakit Dalam, Spesialis Anak, Spesialis Obstetri Ginekology, 
Spesialis Bedah, Spesialis Konservasi Gigi, Spesialis Mata, 
Spesialis Anastesi, Spesialis Paru-Paru, Spesialis Rehabilitasi 
Medik, Spesialis Jantung, Spesialis Syaraf, Spesialis Telinga, 
Hidung dan Tenggerokan (THT).  
Sumber daya manusi di RSUD Mukomuko sebanyak 
456 orang, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut: 
Tabel 3.14 
Data Sumber Daya Manusi di RSUD Mukomuko Tahun 2017 
No. Jabatan Struktural/Fungsional Jumlah Pegawai 
1. Medis  32 
2. Psikologi Klinis  0 
3. Keperawatan  157 
4. Kebidanan  82 
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5. Kefarmasian  19 
6. Kesehatan Masyarakat  2 
7. Kesehatan Lingkungan  7 
8. Gizi  16 
9. Keterapian Fisik  2 
10. Keteknisian Medis  28 
11. Teknik Biomedika  25 
12. Kesehatan Tradisional  0 
13. Nakes lainnya  0 
14. Struktural  14 
15. Dukungan Manajemen  72 
16. Pendidikan dan Pelatihan  0 
Sumber: http://bppsdmk.kemkes.go.id 
  
 Tenaga medis di RSUD Mukomuko terdiri dari 12 
dokter spesialis, 17 dokter umum, dan 3 dokter gigi.  
Tabel 3.13 
Indikator-Indikator Pelayanan RSUD Mukomuko Tahun 2015 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Gross Death Rate (GDR) 23 0/00 
2. Net Death Rate (NDR) 23 0/00 
3. Average Lange of Stay (ALOS)  3 hari 
4. Bed of Accupancy Rate (BOR) 50 % 
5. Bed Turn Over (BTO) 44 kali 
6. Turn Over Interval (TOI) 4 hari 
Sumber: Renstra RSUD Mukomuko 2016-2021 
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Bupati Mukomuko dengan Surat Keputusan Nomor 282 
tanggal 2 Agustus 2011 telah menetapkan Status RSUD 
Mukomuko sebagai suatu instansi yang melaksanakan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- 
BLUD). Dengan satatus PPKBLUD ini, maka RSUD Mukomuko 
dalam   pengelolaan keuangannya mempunyai keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam 
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk 
juga dalam pengelolaan kas dari pendapatan pelayanan kesehatan 
tidak harus disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, sehingga dalam 
prakteknya jauh lebih singkat/pendek rantainya untuk langsung 
bisa digunakan sebagai biaya operasioanal.  
Sarana peralatan medik di RSUD Mukomuko sudah 
cukup memadai untuk kondisi saat ini, namun bila dihadapkan 
pada potensi permasalahan kesehatan yang akan datang termasuk 
dengan ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan regional, juga 
untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana maka dipandang 
masih memerlukan tambahan peralatan kesehatan dan 
peningkatan sarana gedung pelayanan. Berdasarkan data Aplikasi 
Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan jumlah kecukupan sarana 
dan prasarana yang tersedia sesuai standar baru mencapai 71,82%. 
Selain terkait dengan sarana dan prasara, beberapa permasalahan 
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yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi RSUD 
Mukomuko, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.16. 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
No Aspek Kajian 
Kondisi 
Saat Ini 
Standar  Permasalahan 
1. Ketenagaan Spesilais 
Dasar 
6 8 Sulitnya droping dokter 
spesialis dari pusat 
2. BOR 50% 60% Perubahan kebijakan 
BPJS 
3. Peralatan 70% 100% Jumlah sarana prasarana 
belum memadai 
4. Gedung 12 25 Jumah gedung belum 
sesuai standar 
Sumber: Renstra RSUD Mukomuko 2016-2021 
 
 Dari tabel di atas RSUD Mukomuko dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih dihadapkan 
dengan beberapa masalah antara lain adalah :   
1) Sulitnya memperoleh dan penempatan tenaga medis dan 
dokter spesialis.   
2) Status cakupan BOR masih dibawah standar, hal ini terjadi 
karena adanya perubahan kebijakan BPJS dimana peserta 
dengan kasus yang bisa ditangani di tingkat pelayanan dasar 
tidak dilayani di tingkat layanan lanjutan/rumah sakit. Secara 
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geografis masyarakat yang berada di perbatasan dengan 
Bengkulu Utara lebih memilih mendapatkan layanan tingkat 
lanjutan di RS dengan tipe yang sama di Provinsi Bengkulu.  
3) Pembangunan RSUD yang belum selesai sesuai dengan 
rencana sebagaimana tertuang dalam master plan. 
   
I. RSUD Tais Kabupaten Seluma   
 RSUD Tais Kabupaten Seluma berdiri pada tahun 2005 
dan diresmikan penggunaannya pada 3 Agustus 2006 dan saat 
pertama kali beroperasi terdiri dari 3 (tiga) gedung utama antara 
lain Unit Gawat Darurat, Gedung Poliklinik dan Gedung 
Administrasi. RSUD Tais Kabupaten Seluma mempunyai lahan 
seluas ± 10 hektar. 
Tabel  3.19. 
Jumlah Tempat Tidur di RSUD Tais Kabupaten Seluma Tahun 
2018 
No. Jabatan Struktural/Fungsional Jumlah Pegawai 
1. VVIP 0  Tempat Tidur 
2. VIP 1  Tempat Tidur 
3. KELAS I 5  Tempat Tidur 
4. KELAS II 8  Tempat Tidur 
5. KELAS III 30  Tempat Tidur 
6. ICU 8  Tempat Tidur 
7. PICU 0  Tempat Tidur 
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8. NICU 0  Tempat Tidur 
9. TT Bayi Baru Lahir 2  Tempat Tidur 
10. HCU 0  Tempat Tidur 
11. ICCU 0  Tempat Tidur 
12. IGD 3  Tempat Tidur 
13. TT di Ruang Operasi 2  Tempat Tidur 
14. TT di Ruang Isolasi 1  Tempat Tidur 
Sumber: http://sirs.yankes.kemkes.go.id 
 
J. RSUD M Yunus Bengkulu 
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 
No.1413/MENKES/SK/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, 
RSUD M Yunus menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dan 
merupakan Rumah sakit Rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu 
dan pada Tanggal 29 Desember 2009 berdasarkan Surat 
Keputusan. Gubernur Nomor 320 XXVII RSUD M. Yunus 
Bengkulu ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) penuh. RSUD M Yunus juga telah terakreditasi 16 
pelayanan dengan keputusan nomor KARS-SERT/541/XII/2016 
dengan lulus Tingkat Paripurna. 
 Kapasitas Tempat Tidur di RSUD M Yunus adalah 380 
tempat tidur dimana 131 TT ada di Kelas III. Dengan demikian 
Bed of Accupancy Rate (BOR) RSUD M Yunus adalah 44,53 %, 
sedangkan BOR kelas III adalah 59,38 %. Secara Lebih lengkap 
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tentang ketersediaan tempat tidur di RSUD M Yunus dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.18. 
Jumlah Tempat Tidur di RSUD M Yunus Tahun 2018 
No. Jabatan Struktural/Fungsional Jumlah Pegawai 
1. VVIP 4  Tempat Tidur 
2. VIP 37  Tempat Tidur 
3. KELAS I 42  Tempat Tidur 
4. KELAS II 57  Tempat Tidur 
5. KELAS III 100  Tempat Tidur 
6. ICU 13  Tempat Tidur 
7. PICU 4  Tempat Tidur 
8. NICU 6  Tempat Tidur 
9. TT Bayi Baru Lahir 11  Tempat Tidur 
10. HCU 0  Tempat Tidur 
11. ICCU 14  Tempat Tidur 
12. IGD 6  Tempat Tidur 
13. TT di Ruang Operasi 0  Tempat Tidur 
14. TT di Ruang Isolasi 28  Tempat Tidur 
Sumber: http://sirs.yankes.kemkes.go.id 
 Jumlah ketenagaan di RSUD M Yunus adalah 963 
orang PNS dan 90 Pegawai BLUD Non PNS sehingga totalnya 
adalah 1053 orang. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
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Tabel 3.19. 
Data Sumber Daya Manusia di RSUD M Yunus Tahun 2018 
No. Jabatan Struktural/Fungsional Jumlah Pegawai 
1. Dokter Umum 21 
2. Dokter spesialis 55 
3. Dokter gigi 14 
4. Keperawatan dan spesialis 316 
5. Kefarmasian 11 
6. Kesehatan Masyarakat 104 
7. Keteknisian Medis 57 
8. Kesehatan lainnya 37 




Indikator-Indikator Pelayanan RSUD M Yunus Tahun 2017 
No. Indikator Rata-Rata 
1. Gross Death Rate (GDR) 67,65 0/00 
2. Net Death Rate (NDR) 35,83 0/00 
3. Average Lange of Stay (ALOS)  3,09 hari 
4. Bed of Accupancy Rate (BOR) 46,52 % 
5. Turn Over Interval (TOI) 3,67 hari 
Sumber: http://sirs.yankes.kemkes.go.id 
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RSUD M Yunus juga telah dilengkapi dengan Central 
Sterile Supply Department (CSSD), yaitu salah satu unit yang 
bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat di berbagai 
instrumen yang telah disterilkan oleh pihak rumah sakit. Dalam 
sebuah unit pelayanan kesehatan, instalasi laundry dan CSSD 
merupakan salah satu mata rantai yang terpenting dalam 
pengendalian infeksi. Adapun tugas dan fungsinya menyediakan 
barang dan alat steril untuk mendukung kelancaran pelayanan 
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BAB IV 
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH YANG 
DIHARAPKAN 
 
epuasan layanan publik pada rumah sakit ditentukan 
oleh terpenuhinya keinginan masyarakat dalam 
mendapatkan hak hak sesuai dengan harapannya. 
Setidaknya Rumah Sakit melakukan pelayanan sesuai dengan 
Standar Pelayanan berdasar  peraturan Perundang- Undangan, di 
samping adanya tuntutan untuk menyediakan akses pelayanan 
yang murah dan terjangkau. Oleh karena itu inovasi pelayanan 
menjadi suatu keharusan bagi setiap rumah sakit umum daerah.  
Paradigma Rumah Sakit dalam rangka menjamin 
keselamatan pasien tidak lain untuk peningkatan mutu menuju 
pelayanan prima. Sehingga perlu adanya restrukturisasi pola 
pelayanan dan keperawatan. Pelayanan harus di dasarkan pada 
tersedianya sarana prasarana (tangible) yang baik dan kondisi 
fisik lingkungan yang nyaman. Akurat dan terpercaya dalam 
memberikan janji layanan, dengan menunjukkan kehandalan 
dalam ketepatan waktu, mengurangi kesalahan, dan menciptakan 
K 
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keakuratan (realibility). Segenap personal rumah sakit harus 
tanggap (Responsiveness) yaitu sikap respect terhadap kebutuhan 
pasien dan keluarga. Membantu dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat. Adanya jaminan dan kepastian (Assurance) 
dengan menjaga nama baik terutama dengan komunikasi yang 
menyenangkan, sopan santun, dan kenyamanan. Selanjutnya 
menciptakan rasa perhatian  (empathy) yang tulus dan bersifat 
personal dengan upaya memahami keinginan pasien dan keluarga.  
Survey kepuasan yang telah dilakukan oleh rumah sakit 
umum daerah merupakan salah satu piranti untuk meningkatkan 
pelayanan, karena kepuasan merupakan hal yang penting dalam 
pelayanan. Survey yang pernah dilakukan sebagai mapping 
(pemetaan) terhadap pengelolaan rumah sakit secara umum. Hasil 
survey untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kinerja 
pekerjaan terkait dengan pelayanaan medis/ asuhan keperawatan, 
maupun pelayanan administrasi. 
   
A. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  
1. Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh 
manfaat: sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu 
diambil dan upaya yang perlu dilakukan; 
S u g e n g  S u h a r t o  | 107 
 
2. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh 
terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup 
Pemerintah Pusat dan Daerah;  
3. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara 
pelayanan pada lingkup Unit Kerja di lingkungan rumah sakit 
dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  
4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 
pelayanan. 
Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip 
pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/ 
M.Pan/2/2004 ada 14 unsur sebagai unsur minimal yang harus ada 
untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah 
sebagai berikut: 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan;  
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya;  
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan 
kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, 
jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);  
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;  
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;  
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan; 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 
masyarakat yang dilayani;  
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan 
menghormati;  
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh 
unit pelayanan;  
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11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;  
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;  
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan 
prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga 
dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 
pelayanan;  
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana 
yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang 
untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
 
B. Waktu Penyelesaian 
1. Pada umumnya lama waktu pelayanan sebelum pasien 
dikirim ke ruang rawat inap membutuhkan waktu sekitar 1 
jam, guna mempersiapkan kesiapan ruang rawat inap. Hal 
inilah yang biasanya menjadi keluhan sebagian besar calon 
pasien, karena harus menunggu beberapa saat kemudian. Pada 
hal pasien kadang harus menahan rasa sakit dan ingin segera 
beristirahat dan segera mendapatkan perawatan dari tenaga 
medis di ruang rawat inap. 
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2. Pelayanan  petugas dalam melayani pasien untuk masuk ke 
ruang rawat inap dirasakan cukup baik dan ramah. Ketika 
ruang inap sudah siap untuk ditempati pasien maka petugas 
akan dengan segera mengantar pasien ke ruang inap dan 
petugas akan memberikan penjelasan-penjelasan yang 
berkaitan dengan hak-hak pasien dan fasilitas-fasiltas yang 
diberikan rumah sakit.  
3. Tempat menunggu pasien sebelum pasien memasuki ruang 
inap memang kurang representatif sebagaimana di 
tempat-tempat perawatan kesehatan pada umumnya. Rumah 
sakit tidak menyediakan ruang tunggu khusus bagi keluarga 
pasien ketika pasien belum memasuki ruang inap. Bagi 
keluarga pasien bisa menunggu di ruang tunggu 
bersama-sama dengan ruang tunggu ketika pasien baru tiba.  
4. Pelayanan dokter terhadap pasien rawat inap sebagaimana 
aturan yang telah ditetapkan adalah 2 kali sehari yaitu pagi 
sekitar 7-8 dan malam hari juga sekitar jam 7-8. Dokter akan 
mengunjungi pasien untuk memantau penyakit pasien dan 
menganjurkan makanan apa yang harus dipantang dan 
makanan apa yang harus dianjurkan termasuk aturan 
meminum obat-obatan dan menganjurkan pola hidup sehat. 
Pasien boleh menghubungi perawat untuk disampaikan ke 
dokter jika sewaktu-waktu sakitnya kambuh atau pasien 
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merasakan badan tidak enak untuk segera mendapatkan 
pertolongan Dokter juga tidak henti-hentinya untuk 
menyarankan makan dan minum secara teratur dan 
menanyakan aktifitasnya sudah bisa tidur dengan nyenyak 
atau belum, juga selalu menanyakan apakah aktifitas kencing 
dan bauang air besar sudah lancar atau belum. Karena hal ini 
akan berkaiatan dengan boleh tidaknya pasien untuk pulang 
atau masih perlu dirawat di puskesmas. Dokter juga tidak 
segan –segan dan dengan ramah untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan pasien atau keluarga pasien yang 
berkaiatan dengan kondisi sakit si pasien maupun yang 
berkaiatan dengan institusi puskesmas, bahkan 
kadang-kadang kala dokter juga dengan ramah 
bercengkerama dengan para pasien maupupun keluarga 
pasien terhadap permasalah-permasalahan di luar medis.  
5. Pelayanan perawat selain melakukan tugas dan kewajibannya 
secara rutin, seperti pemeriksaan suhu tubuh, tensi darah, 
mengganti infus, menyiapkan obat yang harus diminum 
maupun obat injeksi ataupun obat lainnya, perawat juga harus 
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C. Biaya/Tarif  
Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan 
nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas 
pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tatacara 
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya/Tarif 
adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
 
D. Produk Spesifikasi Produk Layanan  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 
 
E. Kompetensi Pelaksana  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus 
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, dan pengalaman. 
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F. Perilaku Pelaksana  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 
memberikan pelayanan. Data indeks yang diperoleh akan 
menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan 
yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap 
Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan. Survei IKM 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui mutu kinerja 
pelayanan masing-masing unit pelayanan publik secara 
berkala, dan mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan 
di lingkungan rumah sakit serta sebagai bahan dalam 
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu 
pelayanan publik. Penyempurnaan pengukuran IKM perlu 
terus ditingkatkan dengan harapan seluruh UK dan UPT 
lingkup rumah sakit dapat melakukan pengukuran IKM 
setiap tahun secara berkala. Pengukuran ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran secara umum tentang kualitas 
pelayanan publik bidang kesehatan yang bermanfaat bagi 
pengguna layanan. 
Kategori mutu dan kinerja pelayanan baik yaitu : 
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan 
petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung 
jawab petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, kewajaran 
biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal 
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pelayanan, dan keamanan pelayanan. Sementara terdapat 
lima unsur yang termasuk kategori dan kinerja pelayanan 
sangat baik yaitu kemampuan petugas pelayanan, keadilan 
mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas 
pelayanan dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan 
dan keamanan lingkungan. Indeks pelayanan tertinggi pada 
unsur kesopanan dan keramahan petugas, namun terdapat 
indeks terendah pada unsur kepastian biaya pelayanan 
merupakan indikator yang perlu mendapatkan perhatian. 
 
G. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata 
cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
 
H. Sarana dan Prasarana  
a. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan dilingkungan 
rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat;  
b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, 
sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih 
berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;   
c. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 





ajian survey kepuasan layanan publik pada Rumah 
Sakit Umum Daerah se wilayah Propinsi Bengkulu 
merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis survey 
yang telah dilakukan oleh rumah sakit - rumah sakit baik secara 
internal, nasional maupun berpedoman pada standar kesehatan 
internasional yang menjadi acuan World Health Organization 
(WHO). Kajian ini melihat dari sisi kewajiban pemerintah dalam 
memenuhi tugasnya sebagai pulic servicer.  
Sebagai kajian pembanding maka dipilih 2 Rumah Sakit 
yang dinilai establised sejak 10 tahun yang lalu, yaitu Rumah 
Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin Palembang, Sumatera 
Selatan. Studi pada rumah sakit ini untuk mengetahui secara 
mendalam tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit 
yang pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat. Adapun studi pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta, juga untuk 
mengetahui pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit yang 
didanai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.  
 
K 
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A. Studi pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, 
Sumatera Selatan 
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang merupakan 
rumah sakit kelas A yang telah terakreditasi dengan lulus tingkat 
Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dan saat 
ini sedang mewujudkan World Class Hospital serta sedang dalam 
masa persiapan untuk memperoleh akreditasi internasional dari 
Joint Commission International (JCI). Sejak tahun 2014, RSUP 
Dr. Mohammad Hoesin Palembang merupakan rumah sakit 
rujukan nasional, dan pada tahun 2015 RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang juga menjadi rumah sakit pendidikan utama 
Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan mewujudkan 
Academic Health System (AHS). 
Sejak tahun 2005, RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen 
Kesehatan RI dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU) bersamaan dengan 13 rumah sakit 
vertikal eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) lainnya di 
Indonesia.   
Instalasi rawat jalan yang tersedia terdiri dari 78 divisi 
klinik pelayanan. Salah satunya adalah Layanan Jalur Cepat (fast 
track). Layanan ini diperuntukkan bagi anak-anak umur di bawah 
1 (satu) tahun, manula umur di atas 65 tahun, individu yang cacat 
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mental dan fisik, pasien dengan kondisi yang lemah, dan wanita 
hamil yang usia kandungannya di atas 32 minggu. Layanan di unit 
ini dilakukan dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti loket 
yang terpisah dengan loket pasien lainnya dan fasilitas lift khusus 
yang memudahkan akses bagi pasien. Layanan fast track ini 
tentunya memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bagi 
para pasien yang berkebutuhan khusus. Berikut ini merupakan 
gambaran kondisi layanan fast track, dimana letak loketnya 
bersebelahan dengan loket pasien umum dan pintu masuk lift. 
Selain itu, ruang layanan tersebut juga dilengkapi dengan banner 
yang berisikan alur layanan fast track yang dapat menjadi 
petunjuk dan memudahkan bagi pasien untuk memperoleh 
layanan.     
  
 
Gambar 5.1 Layanan Jalur Cepat (Fast Track) di RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang 
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Sebagai rumah sakit rujukan nasional, tentunya RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang juga mempunyai layanan 
unggulan, yaitu: 
1. Kardioserebro vaskular 
2. Onkologi terpadu 
3. Bedah minimal invasif 
4. Transplantasi ginjal 
5. Bayi tabung 
Guna meningkatkan performa sebagai rumah sakit 
rujukan nasional, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang 
mengembangkan beberapa strategi. Strategi ini telah dirancang 
dan dilaksanakan sejak tahun 2015. Strategi ini diturunkan dari 
visi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang telah 
ditetapkan yaitu “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan 
Nasional Berstandar Internasional 2019”. Adapun strategi yang 
dirancang untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Strategi pertumbuhan untuk mengembangkan jenis 
dan kapasitas layanan; 
2. Strategi fungsi manajemen rujukan dengan 
meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit provinsi, 
regional dan mitra; 
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3. Strategi fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 
meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan 
dan pelatihan; 
4. Strategi fungsi fasilitas rumah sakit dengan 
pembangunan gedung layanan dan melengkapi 
peralatan medik dan strategi fungsi pendanaan dengan 
pengaturan alokasi dana untuk menunjang strategi 
tersebut. 
Wujud dari strategi RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang adalah dengan menetapkan 5 (lima) program prioritas 
Rencana Strategi Bisnis 2015-2019, yaitu sebagai berikut: 1). 
Akreditasi JCI, 2). Pelayanan publik, 3). Rumah Sakit Rujukan 
Nasional, 4). Performa Rumah Sakit, dan 5). Prestasi Nasional 
Maupun Internasional. Program prioritas ini tentunya didukung 
oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena sistem pengelolaan 
keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas dalam 
penggunaannya. Selian itu, program prioritas dalam Rencana 
Strategi Bisnis RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang juga 
bersinergi dengan rencana strategis dari Universitas Sriwijaya 
khususnya Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari sistem AHS.  
Proses akreditasi yang dijalankan, baik akreditasi secara 
nasional oleh KARS maupun internasional oleh JCI, merupakan 
kewajiban suatu rumah sakit dan merupakan implementasi 
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Peningkatan 
Mutu Layanan Rumah Sakit. Untuk mendukung proses akreditasi 
tersebut, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang membentuk 
suatu unit tersendiri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pelaksanaan akreditasi 
rumah sakit. Unit ini dinamai dengan Sekretariat Akreditasi, 
dimana sekretariat ini merupakan unit kerja yang langsung di 
bawah pengawasan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang. Sekretariat ini menyimpan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan akreditasi baik 
hard copy maupun soft copy. Sekretariat akreditasi RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang juga mengidentifikasi 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan yang belum tersedia, 
dengan kata lain unit ini menjamin ketersediaan semua dokumen 
terkait akreditasi. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana serta 
SDM bagi Sekretariat Akreditasi yang disediakan mendukung 
unit ini berkerja sesuai dengan fungsinya. 
Sebagai rumah sakit rujukan nasional 5 (lima) provinsi 
yaitu Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera 
Selatan, tentunya berdampak pada peningkatan jumlah pasien dan 
peningkatan kebutuhan pelayanan. Salah satu solusi yang 
dilakukan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang adalah 
dengan merancang masterplan pembangunan gedung dan fasilitas 
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baru sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal 
dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pembangunan gedung 
Instalasi Rujukan Nasional yang terdiri dari 6 (enam) lantai yang 
sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2016 akan menjawab 
semua tuntutan masyarakat. 
   
B. Studi pada RSUD Dr Moewardi Surakarta, Jawa Tengah 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit 
kelas A. Selain menjadi rumah sakit pemerintah milik Propinsi 
Jawa Tengah,  RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga berfungsi 
sebagai Rumah Sakit Pendidikan, salah satunya adalah Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) dengan sumber pendanaan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah.  
Layanan unggulan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
adalah layanan yang pendanaannya tidak ditanggung oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasien RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta 95%-nya adalah ditanggung oleh BPJS. 
Sejak Bulan September 2018 RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
menerapkan sistem rujukan online. Rujukan online ini 
memudahkan bagi pasien untuk mendapatkan perawatan sesuai 
dengan kebutuhan dengan cepat. Rujukan online ini dibuat oleh 
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Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik puskesmas, 
klinik, dan dokter pribadi, dimana dalam rujukan online tersebut 
akan menampilkan Faskes Lanjutan mana yang dapat menangani 
pasien sesuai dengan penyakit dideritanya. Dengan sistem ini akan 
mempermudah claim dana BPJS sehingga proses layanan dapat 
berjalan lancar. 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga telah terakreditasi 
dengan Lulus Tingkat Paripurna oleh KARS pada tahun 2011 
yang lalu. RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga mempunyai 
harapan untuk terakreditasi secara internasional oleh JCI, tetapi 
terkendala beberapa kondisi yang belum memenuhi syarat, seperti 
bangunan yang masih banyak terdapat unsur kayu yang dinilai 
rentan terhadap resiko kebakaran. Namun demikian, secara 
bertahap RSUD Dr. Moewardi Surakarta tetap melakukan 
perbaikan-perbaikan supaya dapat memenuhi persyaratan dan 
terakreditasi secara internasional. 
Sebagai rumah sakit milik pemerintah sekaligus rumah 
sakit pendidikan, status kepegawaian di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta merupakan pegawai pemerintah Propinsi dan 
Kementerian Riset, dan Pendidikan Tinggi. Pengembangan 
pegawai terus dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan 
membangun komitmen setiap jajaran pegawai. Komitmen 
pegawai diharapkan dapat mendukung program dan sistem 
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berjalan secara konsisten serta berkelanjutan. Namun, adanya 
sistem rotasi dan mutasi bagi pegawai pemerintah daerah menjadi 
hambatan bagi RSUD Dr. Moewardi Surakarta membangun 
komitmen tersebut, sehingga saat ini sedang mengupayakan 
sistem rotasi dan mutasi pegawai melalui program Tenskot. 
Tenskot merupakan program yang menyediakan data list pegawai 
yang mendaftar untuk rotasi dan mutasi lengkap dengan 
kualifikasinya, pada saat terjadi kekosongan jabatan pada unit 
tertentu maka akan diisi oleh pegawai yang telah mendaftar di 
Tenskot tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta telah tersertifikasi 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sejak tahun 2015. WBK merupakan predikat yang 
diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil 
melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah 
memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 (enam) 
area perubahan, yaitu: 
1) Manajemen perubahan,  
2) Penataan tatalaksana,  
3) Penataan sistem manajemen SDM,  
4) Penguatan pengawasan,   
5) Penguatan akuntabilitas kinerja,  
6) Peningkatan kualitas pelayanan publik.  
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Selain memenuhi 6 (enam) kriteria perbaikan di atas, 
WBK juga diberikan kepada unit kerja yang hasil survey eksternal 
Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi (minimal 13,5 dari nilai 
maksimal 15 atau 90%) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 
menyatakan baik, serta telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal. WBK 
merupakan bagian dari Zona Integritas (ZI) predikat yang 
diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan 
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan 
WBK/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui 
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik.  
Salah satu capaian yang dilakukan RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta sehingga memperoleh sertifikat WBK adalah karena 
mampu menghilangkan budaya “parselisasi” pada setiap unit 
kerjanya. Selain itu, RSUD Dr. Moewardi Surakarta juga mampu 
menghilangkan sponsorship dokter, tidak ada lagi agen-agen obat 
yang menyalurkan produknya melalui dokter-dokter di rumah 
sakit. Hal ini juga dapat melibatkan masyarakat dalam 
pelaksanaannya, masyarakat dapat melaporkan kejadian atau 
peristiwa yang terindikasi sebagai tindakan korupsi melalui 
website-nya RSUD Dr. Moewardi Surakarta, sebagaimana dapat 
dilihat pada tampilan gambar di bawah ini: 
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Gambar 5.2 Tampilan Website RSUD Dr. Moewardi Surakarta  
Untuk Pengaduan Adanya Indikasi Korupsi Sebagai Bagian 
Perwujudan WBK 
Akses pengaduan ini mendukung RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta dalam pengawasan menjaga predikat WBK yang sudah 
diperoleh.  
 
C. Peluang yang mungkin diadopsi oleh Rumah Sakit Umum 
Daerah di wilayah Propinsi Bengkulu 
1. Adopsi dari RSUP Mohammad Hoesin Palembang. 
Dari dua Rumah Sakit yang berbeda karakter dan 
sumber pendanaan, pastilah tidak dapat diimplementasikan secara 
total di Rumah Sakit Umum Daerah di kabupaten, kota maupun 
Propinsi Bengkulu, tetapi setidaknya ide dasar progress 
peningkatan pengembangan pelayanan publik bisa diadopsi 
melalui gerakan gerakan upgrade layanan dalam bentuk yang 
fleksibel untuk diterapkan di wilayah Propinsi Bengkulu yang 
masih rendah kesadaran dan perilaku hidup sehatnya di banding 
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kota kota maju lain di Indonesia. Masih banyaknya orang berobat 
daripada pencegahan dan pemeriksaan kesehatan. Artinya orang 
ke Rumah Sakit bila sudah sakit, bukan melakukan pencegahan 
atau pemeliharaan kesehatan.  
Rumah Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin 
Palembang yang menyediakan 5 pelayanan unggulan seperti a) 
Kardioserebro vaskular, b)Onkologi terpadu, c)Bedah minimal 
invasif, d)Transplantasi ginjal, dan e) Bayi tabung, maka bukan 
jenis pelayanannya yang diikuti, tetapi menentukan pola jenis 
pelayanan yang mampu dilakukan oleh Rumah Sakit di Propinsi 
Bengkulu yang dapat dilakukan. Dari forum group discussion 
(FGD) yang pengkaji lakukan dengan para Direktur, Kabag, Staf 
karyawan yang terselenggara karena difasilitasi oleh pihak rumah 
sakit dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan 5 Jenis layanan 
merupakan suatu program pelayanan yang menjadi ikon 
pelayanan yang profesional dan tuntas, maksudnya bahwa jenis 
jenis 5 layanan tersebut benar benar telah didalami dan sudah ada 
penanggungjawab baik medis maupun administrasinya.  
Bila di terapkan di Propinsi Bengkulu, hanya Rumah 
Sakit Umum Daerah M. Yunus yang disarankan memiliki layanan 
unggulan, meski hanya beberapa saja tidak harus 5, karena terkait 
dengan dokter spesialist, infrastruktur, suprastruktur dan piranti 
pendukung kesehatan lainnya. Sedangkan rumah sakit umum 
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daerah di kabupaten dan kota Bengkulu, belum saatnya 
menentukan jenis layanan unggulan spesialist medis seperti yang 
dilakukan RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang, tetapi 
unggulan yang bisa dilakukan oleh RSUD Kabupaten dan Kota 
adalah program unggulan di bidang layanan umum, seperti 
misalnya: Murah, Cepat, Tanggap, dan Mujarab.   
2. Adopsi dari RSUP Dr. Moewardi Surakarta, Jawa Tengah 
Rumah Sakit Dr Moewardi Surakarta merupakan 
Rumah Sakit Pendidikan, maknanya bahwa Rumah Sakit ini 
menyiapkan diri menghasilkan tenaga- tenaga medis, di samping 
memberi pelayanan kesehatan seperti lazimnya Rumah Sakit. 
Status Personalia sebagian pegawai Pemerintah Propinsi dan 
sebagian pegawai Kementerian Ristek dan Dikti. Dokternya ada 
yang ASN Universitas Sebelas Maret, ada juga yang dokter ASN 
Pemerintah Propinsi. Begitu juga staf admiminstrasi maupun 
tenaga medis lainnya juga ada yang berstatus ASN Pemerintah 
Pusat maupun ASN Pemerintah Propinsi. Dengan pola Rumah 
Sakit Pendidikan seperti ini Pemerintah Propinsi dapat 
meningkatkan jumlah dokter yang nantinya ditugaskan di daerah 
kabupaten kabupaten di wilayah propinsi, karena Pemerintah 
Propinsi dapat mencetak tenaga dokter sebanyak banyak karena 
memiliki rumah sakit Pendidikan.  
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Di samping itu juga, RSUD Dr Moewardi Surakarta  
memiliki program privat pelayanan non BPJS, maksudnya ada 
gedung tersendiri yang benar benar ditujukan untuk provit 
oriented. Sasaranya adalah kalangan orang yang berduit yang 
ingin perlakukan khusus. Unit ini memfasilitasi dengan 
menyediakan layanan umum non BPJS.  
Membandingkan dengan RSUD yang ada di Propinsi 
Bengkulu, maka RSUD M Yunus, ada peluang bisa diarahkan 
untuk bisa menerapkan Rumah Sakit Pendidikan secara fokus, 
artinya perlu diskusi lebih lanjut dengan Universitas Bengkulu 
(Kementerian Ristek dan Dikti ), tujuan akhirnya Pemerintah 
Propinsi memiliki  banyak tenaga dokter dan medis lainnya 
termasuk keperawatan. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah di 
Kabupaten, dan Kota Bengkulu belum saatnya menjadi RS 
pendidikan. 
Rumah Sakit Umum Daerah baik yang ada di 
Kabupaten, maupun di Kota, dan Rumah Sakit Umum Daerah 
milik Propinsi, bisa membuat unit pelayanan Privat. Unit ini 
dikelola dengan baik, difungsikan untuk memberi pelayanan 
umum dengan biaya langsung tunai, non BPJS. Unit ini kategori 
mahal dalam rangka subsidi silang untuk pemeliharaan 
infrastruktur dan suprastruktur, yang kadang alokasi dari 
pemerintah terlalu lama dan tidak terjangkau. Pengelolaan yang 
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baik oleh Rumah Sakit atas kepecayaan Pemerintah Daerah 
diyakini dapat meningkatkan kecanggihan alat alat kesehatan, 
yang harus dimiliki rumah sakit untuk bersaing dengan kemajuan 

























ada bab penutup ini disajikan kesimpulan dan 
rekomendasi terkait dengan kajian survey kepuasan 
layanan publik pada rumah sakit umum daerah di 
wilayah Propinsi Bengkulu.  
 
A. Kesimpulan  
Pada hakekatnya bahwa survey kepuasan layanan publik 
di bidang kesehatan pada rumah sakit umum daerah di wilayah 
Propinsi Bengkulu selalu dilakukan secara rutin dan menjadi 
indikator keberhasilan rumah sakit dalam penilaian kinerja. 
Pengukuran indikator IKM dirasa ada perbedaan dengan kondisi 
observasi, sehingga dimungkinkan bahwa survey yang dilakukan 
hanya memenuhi tugas rutin yang biasa dilakukan rumah sakit.  
Dari 10 Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Kabupaten, 
masih 50% type D, selebihnya type C. Hanya Rumah Sakit Umum 
Daerah M. Yunus saja yang termasuk type B dan menjadi rumah 
sakit rujukan milik Pemerintah Propinsi Bengkulu. Sedangkan 
Rumah Sakit yang sedang dalam proses akreditasi ada 1 buah, 
Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong.  
P 
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Data yang dimiliki oleh Rumah Sakit Daerah belum 
tersusun secara seragam antara Rumah Sakit satu dengan Rumah 
Sakit yang lain, sehingga informasi yang diperoleh tidak dengan 
cepat dapat disajikan sebagai bahan pengambilan kebijakan. 
Informasi yang tersaji baik dalam profil, monografi tidak tampil 
uptodate, tetapi tertinggal beberapa waktu, sehingga informasinya 
juga tidak uptodate.  
Hasil penilaian IKM rumah sakit termasuk kategori mutu 
pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik. Hasil rekapitulasi data 
yang diperoleh terdapat tujuh unsur yang termasuk dalam kategori 
mutu dan kinerja pelayanan Baik yaitu: prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan 
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, kecepatan pelayanan, 
kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan 
kepastian jadwal pelayanan. Sementara terdapat tujuh unsur yang 
termasuk dalam kategori mutu dan kinerja pelayanan sangat baik 
yaitu tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas 
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan 
keramahan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 
kenyamanan dan kemanan lingkungan dalam memberikan 
pelayanan.  
Berkaitan dengan kajian pembanding yaitu Rumah Sakit 
Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin di Palembang, dan Rumah 
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Sakit Umum Daerah Dr Moewardi  Surakarta Jawa Tengah, 
maka  Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di kabupaten/ kota 
di wilayah Propinsi Bengkulu masih jauh untuk mengikuti 
kemajuan terkait pelayanan medis, namun ada beberapa bentuk 
pelayanan umum yang bisa diadopsi dengan mengkemas dalam 
bentuk program program unggulan yang bisa meningkatkan 
kepercayaan masyarakat pada rumah sakit.  
 
B. Rekomendasi 
Pelayanan pada sektor publik khususnya di bidang 
kesehatan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan 
secara prima dengan tolok ukur tercapainya derajat kepuasan 
(satisfaction). Makin banyak terpuaskan, maka menunjukkan 
kualitas pelayanan baik dan bertanggungjawab. Pemerintah 
sebagai regulator memiliki peran yang sangat menentukan dalam 
merestrukturisasi pelayanan bidang kesehatan tersebut.  
Adapun rekomendasi dari kajian survey kepuasan layanan 
publik pada rumah sakit umum daerah di wilayah Propinsi 
Bengkulu sebagai berikut: 
1. Perluya mapping data rumah sakit umum daerah harus 
dilakukan seragam dan standar ditentukan oleh 
Pemerintah Propinsi Bengkulu. 
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2. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan bila manajemen 
rumah sakit dikelola secara total sebagai Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) yang mandiri, bukan di bawah 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
3. Masih perlu pemenuhan tenaga medis (dokter spesialis, 
perawat, laboran, analis kesehatan) yang proporsional. 
4. Infrastruktur dan alat kesehatan selalu direvitalisasi atau 
dilakukan pemutahiran. 
5. Sumber daya manusia tidak sering diganggu dengan 
mutasi di luar organisasi rumah sakit. 
6. Menjadikan rumah sakit sebagai kewajiban sosial yang 
harus disediakan Pemerintah Daerah, bukan sebagai 
income generating. 
7. Merubah image dengan sistim pelayanan rumah sakit 
dengan biaya murah/ terjangkau dengan hasil 
memuaskan masyarakat. Masyarakat tidak berkunjung 
kedua dan seterusnya ke rumah sakit karena sehat dan 
sembuh. Rumah Sakit mendapat kunjungan baru karena 
pasien ingin meningkatkan kesehatan, dengan mencegah 
sebelum sakit.  
8. Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu 
direkomendasikan untuk serius menjadikan rumah sakit 
umum daerah sebagai lokus layanan publik yang nirlaba, 
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dengan format unggulan yang tranparan dan tuntas, 
dengan menyebut jenis layanan medis yang mampu 
dijamin, dan bentuk service yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  
9. Perlu dilakukan pengembangan Rumah Sakit Umum Dr. 
M Yunus Propinsi Bengkulu menjadi rumah sakit 
Pendidikan, dalam rangka mencetak dokter- dokter yang 
dapat dikaryakan di wilayah pemerintah daerah dengan 
bekerjasama secara intensif dengan Universitas 
Bengkulu. Oleh karena itu perlu beasiswa total dengan 
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